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PEDOMAN TRANSLITERASI

A.Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987
dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi
Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

. Konsonan

I =Tidak dilambangkan Ua =dl

< =b L =th

<=t L =dh

< =t g =‘(koma mengahadap keatas)
c =i ¢ =gh

¢ =h < = f

¢ =kh 3 =q

2 =d 4 =k

2 =dz J =1

C
I
-
-
I
3
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‘} =7 O =N

W =S 3 =w
g =3y 2 =h
o= =¢5h < =y

Hamzah (+) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (°), berbalik dengan koma () untuk

pengganti lambang “¢”.

. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah

(1344
1

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “1”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = & misalnya J& menjadi gala

Vokal (i) panjang = T misalnyad# menjadi gila

Vokal (u) panjang = 0 misalnyaus2 menjadi ddina

(Y5l

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =5 misalnya Js menjadi gawlun

Diftong (ay) = ! misalnya_=menjadikhayrun

. Ta’ marbithah (3)

Ta’ marbthahditransliterasikandengan “t” jikaberada di tengahkalimat,

tetapiapabila ta’ marbdthahtersebutberada di akhirkalimat,
makaditransliterasikandenganmenggunakan ~ “h”  misalnya Al )l
4 xdimenjadi al-risalah li al-mudarrisah, atauapabilaberada di tengah-
tengahkalimat yang terdiridarisusunanmudlafdanmudlafilayh,

makaditransliterasikandenganmenggunakant” yang

Xi



disambungkandengankalimatberikutnya, misalnya A das ) A menjadi fi

rahmatillah.

. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalélah

Kata sandangberupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini :
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wama lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azzawajalla.

. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh
berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari muka bumi Indonesia,
dengan salah satu caranya melalui pengintensi fansalat di berbagai kantor
pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisannama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal
dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara ““Abd al-RahmanWahid,”

“Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Amin al-Rais.”
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ABSTRAK

Islamiyah, Futuhatul. 2018, Status Bonus Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah (studi komparasi Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/V11/2009
dan Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim).Skripsi. Jurusan Hukum
Bisnis Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci : Bonus, MUI, LBM-Nahdlatul Ulama

Penjualan langsung berjenjang syaria’ah (PLBS) atau dengan kata lain
Multi level marketing (MLM), yaitu sistem pemasaran melalui jaringan distribusi
yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan
sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dalam menjalankan sebuah aktivitasnya,
biasanya seseorang didorong oleh motivasi. begitu pula orang yang menjalankan
bisnis MLM, pasti ada motivasi yan mendorongnya yang tak lain adalah karena
Bonus yang dijanjikan oleh perusahaan MLM besar. Bonus merupakan hadiah
apabila seorang distributor telah mencapai target-target tertentu.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana status
bonus Penjualan langsung berjenjang syari’ah dalam Fatwa DSN-MUI dan Dalam
Keputusan LBM-NU Jatim? 2) Bagaimana metode istinbath hukum status bonus
Penjualan langsung berjenjang syari’ah dalam Fatwa DSN-MUI dan Keputusan
LBM-NU Jatim?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status bonus
dan metode istinbath yang digunakan oleh MUI dan LBm-Nahdlatul Ulama Jatim.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian normatif yang meneliti
tentang asas-asas hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
komparasi, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder, studi
kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis nya
menggunakan teori Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian ini ada dua. Pertama,Fatwa MUI menyatakan status
bonus yang diberikan oleh perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang kepada
mitra usahanya itu hukumnya boleh dengan syarat ketika mencari pelanggan tidak
menimbulkan ighra’. Sedangkan dalam Keputusan LBM-NU Jatim syarat
mencari calon pembeli baru sejumlah orang tertentu justru menjadikan transaksi
jual beli rusak (fasid), karena status agadnya fasid, maka bonus yang diberikan
kepada mitra usaha adalah mutlak haram. Kedua, MUI dalam metode istinbath-
nya menggunakan metode gat ‘7 yang berpegang teguh pada nash Al-Qur’an dan
Hadist. Karena jawaban dari permasalahan terkait status bonus penjualan
langsung berjenjang syariah sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadist.
Sedangkan lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode qaulf,
hal ini dapat dilihat dari pengambilan gaul terhadap teks yang terdapat dalam
kitab Al-figh al-1slam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili.
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ABSTRACT

Islamiyah, Futuhatul. 2018. The Status of Direct Selling Bonus in Tiers of
Shariah (The Comparison Study of InstructionDSN-MUI No.75/DSN-
MUI/VI1/2009 and LBM-Nahdlatul Ulama Jatim Decision). Thesis.
ShariahBusiness Law Department. Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Bonus, MUI, LBM-Nahdlatul Ulama

Direct selling in tiers of shariah (PLBS) or Multi-Level Marketing (MLM)
is a marketing system through the connection of distribution that built in terraced
by considering the customers’ position as the marketing services. Moreover,
people must be have a motivation to prompt them doing activity especially in
doing MLM business. Furthermore, there is a bonus that offered by several big
MLM companies that can motivate somebody to do MLM business. Bonus is
form of reward that given to a distributor when he canachieved certain targets.

In this research, there is two research questions, 1) How is the status of
direct selling in tiers of shariah according to instruction DSN-MUI and LBM-NU
Jatim Decision? 2) How is the law istinbath method of the status of direct selling
in tiers of shariah according to instruction DSN-MUI and LBM-NU Jatim
Decision?. In addition, the purpose of this research is to know the status of bonus
and istinbath method used by MUI and LBM-NU Jatim.

This research belongs to normative research thatdiscuss about basic law.
The researcher use comparison approach in conducting this research. For the data
source, the researcher use secondary law as the data and literary study as the
method in collecting the data. Furthermore, the researcher use Miles and
Hubberman’s theory to analyze to analyze the data.

There are two results of this study. First, the MUI’s instruction asserted
that the status of bonus that given by the direct selling tiered company to its
business partner is available with requirement when they looking for customers, it
does not cause ighra’. Otherwise, according to LBM-NU Jatim decision, in the
requirement of looking for prospective new buyers, several people precisely make
the sale-purchase transaction broken (fasid). Because of that damage, the bonus
that given to the business partner is absolutely forbidden/haram. Second, MUI in
istinbath's method uses the gat 'method which cling to the Qur'anic and Hadist
texts. Because the call from the status of tariff-sharia direct selling bonus status
has been discussed in the Qur'an or Hadith. When the institute bahsul masail
Nahdlatul Ulama using gauli method, it is able to take over the existing text in the
book of Al-figh al-Islam wa Adillatuh work Wahbah Zuhaili.

XViii



Condl jarde

slodall o= s (9B By & ¢ 1 S Grgedl SBSG Al 2018 amg 2l
iag—a 2 d )P 52009 /7 | Lusgs) sledall udows — s [ 75 0By Los i)
Eeodla Y penl ) Se UVge Banlor B ) 2londl) oS 2 ) L (B3 (59l slolall
B - LR AR PR W

sledall 228 — 0 0 J 15 e p) sldall s STBISG th bidad ! £adSTH

g2 ol o @ i) Sl DY e gl pllai g ) (S 3y
of Sy (EAL Ble Boite Jladd) O ¢ Jodll  Dladnis 3 . Grgmdl ibsge ISy 257201 lee
nS Sdledtey UG OV dad By Gl Sla 0 O 8 Guped) Vi g
A o Jo b dad Lages B

Lie g, Sl Grged) UG Al LS (11 oy ASCaal) 26k Sla ¢ gl 1ds (3
oS Blazal 2ib (ST (2,9 305 ol slodall 228 — 0 O J 5 Lo g cledall = s (593
LS5 ol sledall 2 — 0 O Jy Ligi] el 2 fleazd)

el 9a el mdly DS 3L s S (el o £ U] Sl Vi oy
i a1 ool e oS RS Ayl g gl A Il ga psnid) A5 U Sl jdang (3,
Olepsay Lle &l pliserals dlld 23 by
155 b e Bmgall GBS Al 0l L) sladall (o 322 ol 0L k) Vs s
G s oA g AL el ao T s Y 0T bty s S 07 Jenll (3 S8 ) Sl g
e ikes ot AU and ez i slg] bpa OB (0 (ol slalal Rad — e o )18
aib o LY e pls  glndl Sl amgial) o BISH ¢ dul sdie Y dauls o)l
o W k) el 4l OV L egadly OTAN ogan i & kb aa b plisaal Ll
ol slodall 228 Jolidl et eid (3 coudly OTA (3 Ledoog & Wgladd) 20 ) ST 5L
UL adsh g Y ardl ST sl adl ) Jg Al e s ) by OF (S U an b
eall aay

XiX

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis secara literal dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.?’
Sedangkan secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang
atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan
keuntungan.?® Bisnis biasanya berkaitan dengan kegiatan marketing
padaperdagangan.

Di era global, dunia bisnis semakin maju dan banyak terobosan yang
dilakukan, utamanya dalam mengantisipasi kompetisi dan dinamika
aktifitas usaha para pebisnis. Arah bisnis yang pada awalnya tertuju pada

berbagai pola dan strategi raihan laba yang sebesar-besarnya berganti

*"BuchariAlma, Dasar-DasarEtikaBisnisIslami,(Bandung:CV.Alfabeta,2003),90.
“Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/dokumentasi, diakses tanggal 10 Februari
2017.


https://kbbi.web.id/dokumentasi

menjadi maksimalisasi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu bisnis sangat
penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata, bisnis selalu memegang
peranan vital didalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang
masa.”

Salah satu bidang bisnis yang memainkan peran menonjol dalam
percaturan dunia bisnis adalah bidang pemasaran. Pemasaran merupakan
bagian penting dalam menejemen perusahaan dalam memperkenalkan
produk guna merebut pangsa pasar. Media pemasaran suatu produkpun
banyak ragam jenis dan metodenya, dari yang bersifat konvensional baku
seperti promosi dan periklanan sampai dengan yang modern fenomenal
seperti TV shopping dan MLM (Multilevel Marketing). Namun dari
beberapa model pemasaran di atas, yang banyak dan sering menjadi berita
menarik dan pembicaraan umum, baik positifmaupun negatif adalah
model pemasaran MLM.*

Dalam era pasar bebas (free market), masyarakat akan ditawari
dengan berbagai macam produk yang datang dari berbagai penjuru dunia
tanpa adanya halang rintang perdagangan. Tidak ada lagi bea masuk atas
barang impor dengan alasan untuk melindungi produk dalam negeri dari
persaingan bisnis, dan tidak ada lagi subsidi produk dalam negeri untuk
rakyat agar harga produk lokal lebih murah dibanding produk impor.

Realita tersebut merupakan konsekuensi logis dari eksistensi Negara

sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Terlebih negara Kita,

“Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 1.
®peterJ.Cloither, MeraupUangdenganMultilevelMarketing: PedomanPraktisMenujuNetworkingS
ellingyangSukses, (Jakarta:GramediaPustakaUtama,1994),10.



Indonesia adalah salah satu Negara pendiri WTO (World Trade
Organization)yangikutmenandatanganiPerjanjianWTOpadabulanApril
1994, vang intinya bahwa era perdagangan bebas hambatan akan mulai
diberlakukanuntukNegaraberkembangpadatahun2020.%

Di tengah-tengah situasi tersebut, tentunya akan banyak problema
yang dihadapi oleh umat Islam sebagai mayoritas dan sasaran konsumen
yang dibidik terutama dalam hal masalah nilai dan mutu produk.
Tentunya, Kita tidak ingin menjadi konsumen “empuk™ yang mudah
ditipu atau diiming-iming dengan produk impor dengan tanpa adanya
pengenalan yang baik terhadap nilai dan mutu produk, baik dari tingkat
kesehatan, keamdalan, maupun kehalalannya. Oleh karenanya, dalam
konteks demikian setiap orang dituntut untuk lebih mengenal lebih jauh
tentang berbagai produk yang ditawarkan beserta produsen yang
menawarkan.

Dengan mengenal lebih baik berbagai produk barang ataupun
produsen yang mengeluarkannya, setiap konsumen dapat memahami
secara benar dalam transaksi jual beli dengan sahih dan proporsional.
Yang demikian dikarenakan konsumen akan dapat lebih leluasa untuk
memilih dan menentukan produk yang ditawarkan atau produsen yang
menawarkannya yang cocok dan sesuai dengan nilai, mutu standar
kesehatan dan kehalalan atau dengan bahasa syara' yang populer disebut

dengan istilah alalan halalan thayyiban.

! AliYafiedkk.,FigihPerdaganganBebas, (Jakarta: Teraju,2003),201.



Landasan yang harus dibangun dalam praktik MLM syariah sendiri
adalah sebuah sistem universal yang meliputi seluruh aspek kehidupan
manusia. Prinsip-prinsip syariah bukan sekedar sistem hukum, melainkan
lebih dari itu, syariah juga merupakan sistem moralitas. Prinsip-prinsip
syariah yang dimaksud termasuk pula ijmd ‘ dan giyas para ulama.*

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 59
yang berbunyi:

b 53R £ b ke S8 B aEa St s b 1 siulaly ) 1 s ) sl ol T
ol Gl A S AW 33y bty (ushash 46 &) sy i )

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul-Nya dan pemimpin diantara kamu, kemudian jika kamu berlain

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur’an) dan rasul (Hadist)”.>

Penjualan langsung berjenjang syaria’ah (PLBS) atau dengan kata
lain Multi level marketing (MLM), vyaitu sistem pemasaran melalui
jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan
pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Jadi, Multi
Level Marketing adalah konsep penyaluran barang (produk atau jasa
tertentu) yang memberi kesempatan kepada kepada para konsumen untuk
turut terlibat secara aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan
didalam garis kemitraannya.

Dengan kata lain, MLM merupakan sebuah metode pemasaran barang

dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran

*’Kuswara, Mengenal MLM Syariah, (Depok: Qultum Media, 2005), 122.
% QS. An-Nisa’ (4) : 59.



lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan
dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan atau jasa yang
dilakukannya sendiri dan anggota jaringan didalam kelompoknya.

MLM (Multi Level Marketing) juga merupakan salah satu cabang dari
Direct Selling (Penjualan Langsung). Direct Selling bermakna sebagai
metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen, dengan cara
tatap muka diluar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang
dikembangkan oleh mitra usaha. Bekerja berdasarkan komisi penjualan,
bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar.*

Dalam menjalankan sebuah aktivitas, biasanya seseorang didorong
oleh motivasi. begitu pula orang yang menjalankan bisnis MLM, pasti ada
motivasi yan mendorongnya yang tak lain adalah karena Bonus yang
dijanjikan oleh perusahaan MLM besar. Bonus merupakan hadiah apabila
seorang distributor telah mencapai target-target tertentu.*

Beberapa  perusahaan MLM  bahkan telah  memberikan
perusahaannya dengan label syariah. Oleh karena banyaknya perusahaan
MLM vyang berkembang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait MLM tersebut, yang tertera
dalam fatwa No75/DSNMUI/VI1/2009 tentang Pedoman Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dan dijelaskan secara khusus dalam
fatwa No 83/DSN-MUI/V1/2012 tentang Penjualan langsung Berjenjang

Syariah (PLBS) jasa perjalanan umrah.Selain dari fatwa DSN-MUI

 Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 16.
*Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 53.



tersebut, terdapat pula keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama Jatim (LBM-NU Jatim) yang menjelaskan tentang MLMyang
berbasis Syariah pula. Kedua fatwa tersebut sama-sama memberikan
penjelasan tentang criteria MLM yang berbasis syariah. Namun,yang
membedakan isi kedua fatwa tersebut yaitu pada status bonus MLM.
Fatwa DSN-MUI meneyebutkan “Pemberian komisi atau bonus oleh
perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan Zghrd >.%
Sedangkan dalamKeputusan LBM-NU Jatim menyebutkan “Bonus yang
dijanjikan apabila dapat menjaring sejumlah pembeli baru cenderung
sebagai riba, bukan keuntunga dari bai‘ murdbahah dan sebagainya.
Dengan demikian status hukum bonus itu haram”.*’

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan adanya conflik of
norm, oleh karenanya sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul
“STATUS BONUS DALAM SISTEM PENJUALAN LANGSUNG
BERJENJANG SYARI’AH (Studi Komparasi dalam Fatwa DSN-MUI
No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Dan Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama

Jatim)”. Penelitian ini diarasa penting supaya masyarakat tidak lagi

merasa dirugikan.

**FatwaNo75/DSNMUI/VI/2009 tentangPedomanPenjualanLangsungBerjenjangSyariah(PLBS)
" Tim PW NU Jawa Timur, Nu Menjawab Problematika Umat, (Surabaya: PW LBM NU Jatim,
2015), 500.



B. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi pembahasan serta
permasalahan terkait dengan telaah terhadap status bonus penjualan
langsung berjenjang syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.
75/DSN-MUI/VI11/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang

Syariah dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa

Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status bonus Penjualan langsung berjenjang syari’ah dalam
Fatwa DSN-MUI dan Dalam Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama
Jatim?

2. Bagaimana metode istinbath hukum status bonus Penjualan langsung
berjenjang syari’ah dalam Fatwa DSN-MUI dan Keputusan LBM-
Nahdlatul Ulama Jatim?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana status bonus
Penjualan langsung berjenjang syariah yang terdapat dalam Fatwa
DSN-MUI dan Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana metode istinbath
hukum yang dilakukan dalam memutuskan Fatwa DSN-MUI dan

dalam keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim.



E. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan di bidang ekonomi Bisnis
yang menggunakan sistem MLM.

Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Manfaat praktis dari penelitian penulis ini dilakukan untuk
mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata 1 dari Fakultas
Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Bagi masyarakat

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberi wawasan
keilmuan terhadap masyarakat baik yang telah mengikuti
sistem penjualan berjenjang syariah ini maupun yang tidak.
Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai gambaran
ataupun perbandingan para peneliti yang akan meneliti tentang

tema yang terkait dengan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan

termasuk dalam melakukan penelitian. Metode penelitian adalah cara

melakukan Sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

mencapai tujuan dengn cara mencari mencatat, merumuskan, dan



menganalisis sampai menyusun laporan.®® Oleh karena itu penulis
menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode, berdasarkan
sudut pandang, topik, dan paradigmanya. Pada akhirnya, penjelejahan
ilmiah berbagai disiplin ilmu tersebut akan memberikan pencerahan
dan kontribusi bagi pemecahan dan jalan keluar terhadap berbagai
persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.*

Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law
in Books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.*

Sesuai dengan permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis
penelitan kepustakaan (Library research) atau Penelitian ini juga bisa
disebut dengan penelitian Yuridis Normatif karena bahan hukum yang
dikaji adalah fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 dan
Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim.

2. Pendekatan penelitian
Dalam penelitian Yuridis Normatif, kegiatan untuk menjelaskan

hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab

% Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),
1.

% Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: BayuMedia, 2007),
34.

%0 Amiruddun & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2006), 118.
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dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal bahan hukum.*
Jadi untuk memecahkan sebuah masalah perlu dilakukan suatu
pendekatan karena dalam bidang hukum, tidak memungkinkan
dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam
ilmu empiris.*?

Pendekatan komparatif yaitu penelitian tentang perbandingan
hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar Negara,
maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu
dalam suatu Negara.*

Penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif karena
terdapat perbedaan antara produk hukum yang terdapat dalam Fatwa
DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VI1/2009 dan Keputusan LBM-Nahdlatul
Ulama Jatim.

3. Jenis data

Jenis data atau bahan hukum adalah bagian terpenting dalam
penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat
ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditemukan, untuk
memecahkan issu hukum tersebut digunakan bahan hukum sebagai
sumber penelitian hukum.*

Dalam penelitian Normatif ini penulis menggunakan 2 bahan

hukum, yakni sebagai berikut:

*! Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 87.

%2 Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 313.

* Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 93.

* Dyah Octorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar
Grafika), 48.
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a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yakni, bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru
tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau
ide.”> Penulis menggunakan jenis data dari bahan primer yakni, Fatwa
DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VI1/2009 dan Keputusan LBM-Nahdlatul
Ulama Jatim.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan
informasi tentang bahan primer.*® Penulis menggunakan bahan
sekunder buku tentang Ushul Figh, Figh Muamalah, Multi Level
Marketing, dan tentang Fatwa. Kemudian penulis juga memperoleh
bahan hukum sekunder dari jurnal tentang Multi Level Marketing dan
Ushul Figh.
4. Metode pengumpulan data
Dalam penelitian Normatif ini metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan cara dokumentasi, dalam kamus Besar
Bahasa Indonesia. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan,

pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan,

** Soerjono Sukanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 29.
*¢ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 29.
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pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar,
kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).*’

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian
hukum (baik normatif maupun empiris), karena penelitian hukum
selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian
hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer dan sekunder, setiap bahan hukum ini harus diperiksa
ulang validitas dan reliabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan
hasil suatu penelitian.*®

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji dari
bahan hukum sekunder yakni Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-
MUI/V11/2009 dan Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim.

Metode pengolahan data

Miles dan Hubberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus sampai tuntas. Ada tiga aktivitas analisis data
menurut Miles dan Hubberman, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data menurut beliau adalah merangkum, memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

dan polanya. Dengan reduksi ini data tersebut akan memberikan

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

" Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/dokumentasi, diakses tanggal 10 Februari

2018.

8 Amiruddun & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 68.


https://kbbi.web.id/dokumentasi
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.

Penulis melakukan reduksi data dengan merangkum data-data
yang penting dari Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/V11/2009
dan Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim.

b. Display data

Setelah reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data tersebut. Display data adalah upaya
menyajikan data untuk melihat gambaran secara keseluruhan data
atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Menurut Miles dan
Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
katagori, flowchart dan sejenisnya.*’

Penulis melakukan display data dengan menyajikan dalam
pembahasan dan hasil penelitian.

c. Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian ini
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu suatu upaya
untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan
mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering
timbul dan sebagainya. Kesimpulan dalam analisis data penelitian

kualitatif merupakan kesimpulan awal. Kesimpulan ini harus

**Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2008), 95.
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dilakukan verifikasi dengan cara mencari data baru atau
mengkonsultasikannya dengan orang yang mempunyai keahlian
sesuai dengan bidang yang diteliti. Setelah data bertambah dan
analisis dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh,
maka kesimpulan ini akan semakin grounded dan akan menjadi
kesimpulan akhir. Dalam proses mencari dan menemukan
kesimpulan hingga kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan akhir
memerlukan pembuktian bahwa data yang menjadi landasan dalam
penarikan kesimpulan itu betul-betul merupakan data yang valid.
Itulah sebabnya, dalam penelitian kualitatif, sebelum peneliti
sampai pada kesimpulan akhir harus melakukan pengujian terhadap
keabsahan data yang digunakan untuk mendukung keabsahan
penelitian secara keseluruhan.
G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan Multi Level Marketing sebenarnya bukan merupakan hal
yang baru. Wawasan ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama
klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metodedan
pendekatan yang berbeda-beda.

Setelah ditelusuri Sementara ini penulis menemukan beberapa skripsi
diantaranya: yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Syahrin
Rusman, UIN Alauddin, 2016 yang berjudul “Analisis Magashid Syariah
terhadap Fatwa MUI mengenai halal haramnya bisnis MLM (Multi Level

Marketing)”. penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dengan melihat
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bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang sudah menjamur sampai
sekarang, perlunya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, persamaan
(equality) aggotanya dalam memncapai sebuah kemaslahatan karena itulah
urgenitas Magashid Syariah sebagai ajaran islam yang tidak bisa diabaikan
dalam kondisi apapun.®

Persamaan yang terdapat didalam skripsi yang ditulis oleh Syahrin
Rusman dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Multi Level
Marketing yang dianalisis menggunkaan Fatwa MUI, sedangkan dalam
perbedaan diantara keduanya adalah objek penelitiannya, yang dialakukan
oleh Syahrin adalah penelitian terhadap halal haramnya bisnis MLM dan
penulis lebih fokus kepada status bonus yang terdapat dalam Fatwa DSN-
MUI dan Keputusan LBM-NU Jatim.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ida Handayani, UIN Syarif
Hidayatullah (2015) yang berjudul “Sistem penjualan langsung berjenjang
syari’ah (Studi komperatif fatwa No.83/DSN/MUI/V1/2012 dengan Fatwa
Syaikh Sholih Al-Munajjid No.170594 dalam kitab fatwa Al-Islam As-
Sual Wa Al-Jawab)”. Penulis dapat menyimpulkan bahwa didalam skripsi
tersebut terdapat beberapa temuan, diantaranya adalah mengetahui bahwa
dalam sisitem penjualan langsung berjenjang syariah terdapat dua
pendapat, yang pertama DSN-MUI menyetarakan Penjualan langsung

berjenjang dengan akad tijarah, sedangkan menurut Syaikh Shalih al-

% Syahrin Rusman, “Analisis Magashid Syariah terhadap Fatwa MUI mengenai halal haramnya
bisnis MLM (Multi Level Marketing”, Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin Makasar), 2016.
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Munajjid menyetarakan dengan akad wakalah sertabeberapaketentuan di
dalamnya.*

Persamaan vyang terdapat didalam skripsi yang ditulis oleh Ida
Handayani adalah sama-sama menulis tentang sistem penjulan langsung
berjenjang syariah dan menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai pisau
analisisnya. Selanjutnya yang menjadi letak perbedaan dengan penulis
adalah objek penelitian nya, yang dialakukan oleh ida adalah analisis
terhadap persyaratan anggotanya dan penulis adalah status bonus dalam
sistem MLM.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ajeng Dwyanita, Universitas
Airlangga (2014) yang berjudul “Analisis kesesuaian syari’ah pada sistem
operasi bisnis multi level marketing (MLM) KK Indonesia dengan fatwa
DSN-MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009”. Simpulan yang dapatditarik
berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan 12 poin
persyaratan MLM vyang sesuai dengan FatwaDSN  MUI
nomor75/DSN/MUI/V11/2009 pada tanggal 25 Juli 2009 diJakarta adalah
MultiLevel Marketing (MLM) KK Indonesia hanya memenuhill
(sebelas) dari poin indikator Fatwa DSN MUI. Hal tersebut dikarenakan

KK Indonesia masih melakukan excessive markup.>?

*Ida Handayani, “Sistem penjualan langsung berjenjang syari’ah (Studi komperatif fatwa
No0.83/DSN/MUI/V1/2012 dengan Fatwa Syaikh Sholih Al-Munajjid No.170594 dalam kitab fatwa
Al-Islam As-Sual Wa Al-Jawab”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

52Ajeng Dwyanita, “Analisis kesesuaiansyari’ah pada sistem operasi bisnis multi level marketing
(MLM) KK Indonesia dengan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009, (Surabaya:
Universitas Airlangga, 2014).
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Persamaan yang terdapat didalam skripsi yang ditulis oleh Ajeng

Dwiyanata adalah sama-sama menganalisi tentang sistem penjualan

langsung berjenjang syariah dan menggunkan Fatwa DSN-MUI sebagai

pisau analisisnya. Sedangkan yang menjadi letak perbedaann dengan

penulis adalah objek penelitian nya, yang dilkukan oleh Ajeng adalah

Multi Level Marketing di KK Indonesia sedangkan penulis adalah status

bonus dalam sistem MLM.

Tabel 1 : Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti
No | /Perguruan Tinggi | Judul Perbedaan Persamaan
/ Tahun
i Syahrin  Rusman, | “Analisis Magashid | Yang menjadi | Persamaan penulis
UIN Alauddin, | Syariah  terhadap | letak perbedaan | dengan Syahrin
(2016). Fatwa MUI | dengan  penulis | adalah sama
mengenai halal | adalah status | menganalisis
haramnya bisnis | hukum MLM, | Sistem  Penjualan
MLM (Multi Level | yang dialakukan | langsung
Marketing)” oleh Syahrin | berjenjang syariah
adalah halal

haramnya bisnis
MLM dan penulis

lebih focus
kepada status
bonus yang
terdapat  dalam
Fatwa DSN-MUI
dan  Keputusan

LBM-NU Jatim
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Ida Handayani, | “Sistem penjualan | Yang menjadi | Persamaan penulis
UIN Syarif | langsung berjenjang | letak perbedaan | dengan Ida adalah
Hidayatullah syari’ah (Studi | dengan  penulis | sama menganalisis
(2015) komperatif ~ fatwa | adalah objek | Sistem  Penjualn
No0.83/DSN/MUI/V | penelitian ~ nya, | langsung
1/2012 dengan | yang dialakukan | berjenjang syariah
Fatwa Syaikh | olen ida adalah | dan menggunakan
Sholih Al-Munajjid | analisis terhadap | Fatwa DSN-MUI
N0.170594 dalam | persyaratn sebagai pisau
kitab fatwa Al- | anggotanya dan | analisisnya
Islam As-Sual Wa | penulis adalah
Al-Jawab)” status bonus
dalam sistem
MLM
dan yang menjadi
letak  perbedaan
dengan penelitian
penulis adalah
permasalahan
yang diangkat
Ajeng Dwyanita, | “Analisis Yang menjadi | Persamaan penulis
Universitas kesesuaiansyari’ah | letak perbedaann | dengan Ajeng
Airlangga (2014) | pada sistem operasi | dengan  penulis | adalah sama
bisnis multi level | adalah objek | menganalisis
marketing (MLM) | penelitian ~ nya, | Sistem  Penjualn
KK Indonesia | yang dilkukan | langsung
dengan fatwa DSN- | oleh Ajeng adalah | berjenjang syariah
MUI No. | MLM di KK |dan menggunkan
75/DSN/MUI/VII/2 | Indonesia fatwa  DSN-MUI
009 ” sedangkan sebagai pisau
penulis adalah | analisinya.
status bonus
dalam sistem
MLM

dan yang menjadi
letak  perbedaan
dengan penelitian
penulis adalah
permasalahan
yang diangkat,
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H. Sistematika Pembahasan

Ssitematika pembahasan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup
dalam isi penelitian, dimana yang satundengan yang lain saling berkaitan
sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan unsur tiap-tiap bab,
maka penulis menyusun skripsi ini kedalam bab-bab yang masing-masing
terdiri dari beberapa sub bab yang berkaitan:

Bab | = Pendahuluan

penulis memaparkan tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi latar
belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan penelitian terdahulu,
dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah dijelaskan alasan-
alasan dan hal-hal menarik yang membuat penulis menulis penelitian
dengan tema ini. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang menjadi titik
fokus dalam penelitian ini. Tujuan berisi harapan yang didapatkan penulis
terhadap hasil penelitian setelah penelitian selesai. Manfaat berisi tentang
dampak positif diadakan penelitian ini yang dapat diterapkan oleh
lingkungan sekitar, baik dari segi teoritis maupun praktis bagi institusi,
masyarakat maupun bagi praktisi. Batasan masalah berisi tentang fokus
penelitian supaya tidak membahas hal yang lainnya. Metode penelitian
berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode
pengumpulan data, metode pengolahan data dari hasil penelitian tersebut.
Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah

dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan yang berkaitan dengan
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penelitian yang penulis teliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini agar terhindar
dari plagiasi. Sistematika pembahasan berisi tentang sistematika penulisan
penelitian.

Bab Il = Tinjauan Pustaka

Dalam Kajian pustaka berisi tentang teori dasar yang terkait dengan Multi
level Marketing Syariah dan Konvensional, Teori Istinbath Hukum, dan
teori tentang fatwa.

Bab 111 = Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, yang
berisi beberapa poin, yaitu: pertama, akan dipaparkan mengenai status
bonus dalam sistem penjulan langsung berjenjang syariah dalam Fatwa
MUI No.75/DSN-MUI/VI1/2009 dan Keputusan LBM-NU Jatim. Kedua,
akan disajikan paparan data mengenai Metode Istinbath hukum dalam
Fatwa MUI No.75/DSN-MUI/V11/2009 dan Keputusan LBM-NU Jatim.
Bab IV = Penutup

penulis memaparkan penutup Yyang didalamnya akan dipaparkan
kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan sesuai tema

peneliti.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

B. Penjelasan terkait Multi Level Marketing
1. Pengertian Multi Level Marketing

Di era global, dunia bisnis semakin maju dan banyak terobosan
yang dilakukan, utamanya dalam mengantisipasi kompetisi dan
dinamika aktifitas usaha para pebisnis. Arah bisnis yang pada awalnya
tertuju pada berbagai pola dan strategi raihan laba yang sebesar-
besarnya berganti menjad(Multilevel Marketing). Namun dari beberapa
model pemasaran di atas, yang banyak dan sering menjadi berita
menarik dan pembicaraan umum, baik positifmaupun negatif adalah
model pemasaran MLM.

MultilevelMarketing atau yangterkadangjugadisebutdengan
Networking Selling (jaringan penjualan) atau direct selling (penjualan

langsung) adalah bentuk pemasaran suatu produk atau jasa dari suatu

21
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perusahaan yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok yang
membentuk jaringan secara berjenjang, lalu dari hasil penjualan
pribadi dan jaringan tersebut, setiap bulannya perusahaan akan
memperhitungkan bonus atau komisi sebagai hasil usahanya.?’

Multilevel Marketing merupakan sebuah sistem pemasaran
modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen
dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga
pemasaran. Singkatnya, bahwa Multilevel Marketing adalah suatu
konsep penyaluran (distribusi) barang berupa produk dan jasa tertentu,
yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat
sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis
kemitraannya.”®

Definisi MLM secara hukum dapat ditemukan dalam pasal 1
angka 1 Keputusan Menteri Perdagangan Rl No. 73/MPP/Kep/3/2000
tentang kegiatan usaha penjualan berjenjang. Multi Level Marketing
(MLM) diartikan sebagai suatu cara atau metode penjualan secara
berjenjang kepada konsumen melalui jaringan penjualan secara
berjenjang kepada konsumen melalui jaringan penjualan yang
dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang
memperkenalkan barang atau jasa tertentu kepada sejumlah

perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang

'peterJ.Cloither, MeraupUangdenganMultilevelMarketing: PedomanPraktisMenujuNetworkingS
ellingyangSukses, (Jakarta:GramediaPustakaUtama,1994),10.
Zagustino, ProspekMLMSyari‘ahdilndonesia, (Jakarta: Republika,2002), 9.
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bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.?

Jadi, Multi Level Marketing adalah kegiatan penjualan yang
melibatkan beberapa orang diantaranya atasan (upline) dan bawahan
(downline) dengan sistem berjenjang upline sebagai pimpinan dan
downline sebagai bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penjualannya
dwonline harus membuat jaringan 1 kanan dan 1 kiri hingga membuat
piraamida.

2. Multi Level Marketing Berbasis Syariah

MLM syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan
sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian,
sistem bisnis MLM konvensional yang berkembang pesat saat ini
dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syariah. Aspek-aspek
haram dan syubhat dihilangkan dan diganti dengan nila-nilai ekonomi
syariah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum muamalah.*®

Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai
dengan syariah atau tidak yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan
sistem dari MLM itu sendiri. Dari aspek produk yang dijual, dalam hal
ini objek dari dari MLM harus merupakan produk-produk yang halal
dan jelas bukan produk yamg dilarang oleh agama. Selain halal objek
yang dijual juga harus bermanfaat dan dapat diserah terimakan serta
serta mempunyai harga yang jelas. Oleh karena itu walaupun MLM

dikelola atau meiliki jaringan distribusi yang dijalankan oleh orang

% pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 73/MPP/Kep/3/2000 tentang kegiatan
usaha penjualan berjenjang
% Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 86.
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muslim namun apabila objeknya tidak jelas, harga dan manfaatnya
maka hal itu bisa dikatakan tidak sah.**

Pada dasarnya MLM yang berbasis syariah tidak jauh berbeda dengan

MLM konvensional. Yang membedakan adalah bentuk usaha atau jasa harys

memenuhi hal-hal berikut:

Produk yang dipasarkan harus halal, baik dan menjauhi
syubhat.

Sistem akadnya harus memnuhi kaedah dan rukun jual beli
sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam.

Operasional, kebijakan, budaya organisasi, maupun sistem
akuntansinya harus sesuia syariah.

Tidak ada mark up harga produk yang berlebihan, sehingga
anggota terdzalimi dengan harga yang amat mabhal, tidak
sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.

Dalam struktur organisasinya, perlu ada Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami
permasalahannya. Selanjutnya, formula insentif harus adil,
tidak mendzalimi down line dan tidak menempatkan upline
hanya menerima pasif income tanpa bekerja, upline tidak boleh

menerima income dari hasil jerih payah down line-nya.*?

%! Firman Wahyudi, “Multi Level Marketing Dalam Kajian Figh Muamalah”, Al-Banjari, 2, (Juli,

2014), 175.

%2 Ahmad Mardalis & Nur Hasanah, “Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam”,
Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 1, (Februari, 2016), 35.
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The Islamic and Nutrition of America (IFANCA) telah
menegeluarkan edaran tentang produk MLM halal dan dibenarkan oleh
agama vang disetujia secara langsung oleh M. Munir Chaundry, Ph.D
selaku presiden IFANCA. Dalam edarannya, IFANCA mengingatkan
umat Islam untuk meneliti dahulu kehalalan sutu bisnis MLM sebelum
bergabung ataupun menggunakannya, yaitu dengan mengkaji aspek
sebagai berikut:

a. Marketing plannya, apakah ada unsur piramida atau tidak.
Kalau ada unsur piramida yaitu distributor yang lebih dulu
masuk selalu diuntungkan dengan mengurangi hak distributor
belakangan sehingga merugikan down line dibawahnya, maka
hukumnya haram.

b. Apakah perusahaan MLM memiliki Track Record positif dan
baik ataukah tiba-tiba muncul misterius, apalagi yang banyak
kontroversinya.

c. Apakah produk mengandung zat-zat haram ataukah tidak dan
apakah produknya memiliki jaminan untuk dikembalikan atau
tidak. Apabila perusahaan lebih menekankan aspek targeting
penghimpunan dana dan menganggap bahwa produk tidak
penting ataupun hanya sebagai kedok kamuflase, apalagi uang
pendaftarannya cukup besar nilainya, maka patut dicurigai

sebagai arisan berantai (money game) yang menyerupai judi.
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d. Apakah perusahaan MLM menjanjikan kaya mendadak tanpa
bekerja ataukah tidak demikian.*®
Dengan demikian, bisnis Multi Level Marketing syariah
haruslah mengedepankan pokok-pokok tersebut agar terhindar dari
syubhat.selai itu perlu diperhatikan pula manfaat dari produk yang
diperjual belikan tersebut. Tidak hanya mementingkan keuntungan
besar yang diperolehnya saja.
3. Sistem Perjenjangan dan bonus MLM

Suatu yang khas dari MLM adalah adanya sistem perjenjangan
atau tingkatan untuk setiap distributor yang bergabung, sesuai dengan
prestasinya. Seperi halnya meniti karier dalam bisnis konvensional,
setiap distributor memulai karier bisnis ini dari tingkat paling bawabh.
Menjalaninya langkah demi langkah, hingga ia berhasil naik peringkat,
dan terus naik peringkat. Mislakan ia mampu merekrut beberapa down
line, secara otomatis peringkatnya akan naik.**

Dalam menjalankan sebuah aktifitas, biasanya seseorang didorong
oleh suatu motivasi. Begitu pula orang yang menjalankan bisnis MLM.
Setiap Salah satu motivasi didalam bisnis MLM adalah menawarkan
peluang komisi atau bonus dalam jumlah yang luar biasa. Komisi ini
berkaitan dengan omzet penjualan secara pribadi atau kelompok.
Sedangkan bonus merupakan hadiah apabila seorang distributor telah

mencapai target-target tertentu. Komisi dan bonus sebenarnya sesuatu

% Setiawan Budi Utomo, Figih Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 104.
% Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 50.
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yang umum dan terdapat dalam bisnis apapun. Dalam bisnis MLM,
komisi dan bonus sangat berkaitan dengan prestasi dari distributor.

Dalam sistem MLM vyang benar, komisi dan bonus sama sekali
bukan karena lebih awal yang atau lebih lama bergabung, tapi benar-
benar berhasil menunjukkan prestasiyang luar biasa sehingga ia dapat
memperoleh omzet yang banyak. Komisi dan bonus ini dimaksudkan
sebagai penghargaan atas prestasi distributornya, dan mendorong
mereka untuk bekerja lebih keras lagi.®

4. Ju‘élah (Sayembara)

Bonus menurut syariah disebut dengan ju‘alah. menurut bahasa
ju‘alah berarti upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai
karena suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi
karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.
Dalam istilah lain, ju‘alah dapat diartikan sebgai sayembara.*® dalam
hal ini ju‘alah dapat diartikan meminta dikembalikan barang yang
hilang dengan bayaran yang ditentukan, seperti orang yang kehilangan
kuda, lalu ia berkata “Barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia
kembalikan kepadaku, aku kan bayar sekian”.*’

Ju‘alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya jaiz
(diperbolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula
yang tiddak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini

dapat diterima, karena akad dalam lapangan ju‘alah tidak sama dengan

¥ Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 53.
% Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Garfindo, 1997), 45.
¥ Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 287.
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pelaksanaan akad ijarah yang murni merupakan upah tanpa ada unsur
untung-untungan.

Para Ulama vyang berpendirian bahwa transaksi ju‘alah itu
diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah SAW
memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang
yang mempergunakan ayat-ayat Al-Qur’an. Selain itu, mereka
merujuk kepada firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72 yang
berbunyi:

a4 Uiy i Jas 406a (ly

Artinya: “Dan siapa yang dapat mengembalikannya maka ia akan

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku akan

menjaminnya”. *

Kebolehan ju‘alah sebagai suatu bentuk transaksi karena agama
memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya.
Namun, yang perlu mendapatkan perhatian disini adalah bahwa
pelaksanaan ju‘alah haruslah bebas dari unsur penipuan,
penganiayaan, dan saling merugikan.*°

Sehubungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan ju‘alah, ada
bebarapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebgai
berikut:

a. Lafadh, hendaklah kalimat itu mengandung arti izin kepada

yang akan bekerja, juga tidak ditentukan waktunya.

% QS. Yusuf (12) : 72.
% Helmi Karim, Figh Muamalah, 46.
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b. Orang yang menjanjikan upahnya (ja‘il), yang menjanjikan
upah itu boleh yang kehilangan atau orang lain.

c. Pekerjaan, yakni objek yang berupa perbuatan yang tidak
melanggar norma agama.

d. Upah, dalam hal upah disyaratkan barang tertentu baik berupa
materi ataupun jasa.*

B. Penjelasan terkait metode istinbath Hukum
1. Pengertian istinbathHukum

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum
dari sumbernya. Perkataan ini lebih popular disebut dengan
metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli
dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode
yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam
dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan
metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum
Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan
diformulasikan.**

Istinbath artinya, mengeluarkan hukum dari dalil. Jalan
istinbathini  memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan
pengeluaran hukum dari dalil. Kalau Kita lihat dari tujuan mempelajari
ilmu Ushdl Figh bab ini merupakan kunci yang sangat penting bagi

orang yang yang mempelajari ilmu tersebut, karena tujuan para

%% Sulaiman Rasjid, Figh Islam, 287.

“1GhufronA.Mas’adi,Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),2.
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mujtahidin dengan mempelajari ilmu Ushdl Figh untuk dapat
mengetahui dan mempraktikkan kaidah-kaidah cara mengeluarkan
hukum dari dalilnya. Oleh karena itu ulama Ushdl Figh menetapkan
ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum harus mengetahui
kaidah syar‘iyyah dan kaidah lughawiyyah.*?

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbath hukum
(metodologi penggalian hukum), dinamakan ushul figh. Ushul fighlah
satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami
syari’at Islam dari sumber aslinya:al-Qurandan al-Hadits.** Melalui
kajian Ushdl Figh terdapat cara mamahami kaidah-kaidah, prinsip-
prinsip umum syari’at Islam, cara memahami suatu dalil dan
penerapannya dalam kehidupan

manusia.

Untuk memahami syari’at Islam yang dibawa Rasulullah,
ulama ushdliyyin mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu
melalui kaidah- kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan magéashid
al-syari‘ah (tujuan syara’dalam menetapkan hukum).** Dengan itu,
akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu maslahat duniadan
akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushulfigh menjadi penting untuk
diketahui dan difahami dalam rangka menggali dan menerapkan

hukum-hukum syara’ sesuai dengan tuntutan zaman syariah secara

2" Asjmuni A. Rahman, Metoda Penetapan Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 1.
*AbdulWahabKhallaf,IImUhsulal-Figh,terj.Moh.ZuhridanAhmadQarib,(Semarang: DinaUtama,

1994), 1.

*NasrunHaroen,Ushul Figh, (Jakarta: Logos, 1996), xi.
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praktis yang didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terinci,
sementara itu, Ushdl Figh membahas tentang kaidah-kaidah hukum
yvang dipergunakan untuk mencari hukum vyang bersifat praktis yang
diperoleh dari dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan
istinbath hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau
perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang
ditetapkan.*
Berbicara tentang tujuan istinbath hukum tidak lepas dari
pembicaraan tentang figh dan Ushdl Figh, karena figh membicarakan
sejumlah hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang
yang akan melakukan istinbath adalah sebagaiberikut :*°
a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-
Quran yang berhubungan dengan masalah hukum.

b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis
Nabis.a.w. yang berhubungan dengan masalah hukum.

c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah
ditunjukkan oleh ijma°, agar dalam menentukan hukum
sesuatu, tidak bertentangan denganijma .

d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang giyas, dan dapat

mempergunakannya untuk istinbath hukum.

e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat mengahasilkan

*> Abdul Fatah Idris, Menggugat Istinbath Hukum lbnu Qayyim, (Semarang: Pustaka Zaman,
2007), 7.

46 Nasrun Rusli,Konsep ljtihadAsy-SyaukaniRelevansinyabagiPembaruanHukumislam
dilndonesia, (Jakarta: LogosWacanallmu,1997),118.
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kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup
memper tanggungjawabkan nya.

f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Quran
dan Sunnah tersusun dalam bahasaArab, dan lain-lain.*’
Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai macam-macam

istinbath Sebagaimana dikatakan oleh Wahbah membagi

metode istinbath menjadi tiga macam, yaitu bayéani, giyasi,
dan istishlaht.

Pertama metode bayani, metode istinbath hukum Islam
yang mana cara pemecahan kasus atau masalah langsung
digali dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tugas mujtahid disini
adalah menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis isi
kandungan kedua sumber hukum itu, sehingga dikeluarkan
produk hukum. Asumsi metode bayani adalah bahwa seluruh
masalah yang terjadi pada manusia telah tercover didalam dua
sumber tersebut, sehingga tidak ada dalil lagi kecuali dari Al-
Qur’an dan As-Sunnah.

Kedua metode giyasi, yaitu metode istinbath hukum
islam yang mana cara pemecahan kasus atau maslah tidak
langsung dirujuk dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, melainkan
berdasarkan persamaan motif (‘illaf). Karena dasar hukum

yang dipecahkan belum ada dasar hukumnya, maka ia dapat

“" HaidarBagirdanSyafiqBasri, ljtihadDalamSorotan,(Bandung :MizanAnggota IKAPI,1996),29.
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menganalogikan dengan dasar hukumkasus atau masalah lain
berdasarkan kesamaan motif. Asumsi metode giyasi adalah
bahwa tidak semua masalah yang terjadi pada manusia telah
tercover di dalam kedua sumber hukum tersebut, sehingga
perlu mencari dalil yang mirip karena persamaan ‘/lat. Tugas
mujtahid di sini adalah mencari illat yang tersembunyi di
dalam nash, sehingga dapat dikeluarkan produk hukum kasus
tertentu berdasarkan kesamaan ‘illat.

Ketiga metode istishlahi, menetapkan hukum islam
yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung
dirujuk dari Alqur’an dan As-Sunah, melainkan berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari prinsip-prinsip
dasar kedua sumber hukum Islam. Kasus yang dipecahkan
tidak ada acuan dalil, sehingga hanya mengambil hikmah atau
falsafah hukum yang tekandung dalam nash untuk kemudian
diterapkan dalam pemecahan kasus tersebut. *®

2. Metode istinbathhukum Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah dari berbagai
unsur atau organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Majelis
Ulama Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam soal
keagamaan, sosial budaya, dan politik, sesuai sifat dan tanggung

jawab yang dipikulnya. Gsmbaran ini terlihat bahwa Majelis Ulama

*8 Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Prenada
Media,2005), 198.
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Indonesia yang didirikan tahun 1975 dalah sebuah institusi yang
menurut pedoman dasarnya, antar lain berfungsi meberikan fatwa dan
nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada
pemerintah dan ummat islam pada umumnya, sebagai amar ma rif
nahf munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.*’

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan
oleh Majelis Ulama Indonesia dirumuskan dalam pedoman Penetepan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dasar-
dasar penetapan fatwa dituangkan dalam pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas
kitabullah dan sunnah Rasul yang mu ‘tabarah, serta
tidak bertentangandengan kemaslahatan umat.

2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul
sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan
fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma°,
giyas yang mu ‘tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain,
seperti istihsan, mashlahat mursalah, dan saddu al-
dzari‘ah.

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah
ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab
terlebih dahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-

dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-

* Hasbi Umar, Nalar Figih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 250.
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dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda
pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang
masalah yang akan diambil keputusan fatwanya,

dipertimbangkan.®

3. Metode istinbath hukum Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) artinya adalah kebangkitan ulama,
yang merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para
ulama pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya. Organisasi
ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. **

Nahdlatul Ulama mempunyai lembaga yang dinaunginya
yang bernama Lembaga Bahtsul Masail NAhdlatul Ulama
(LBM-NU). Tugas dari LBM adalah menghimpun, membahas
dan memcahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian
hukum. Lembaga ini juga merupakan lembaga terpenting
dalam organisasi NU sebagai forum diskusi dalam menetapkan
hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa
dan berfungsi sebagai bimbingan bagi warga NU dalam
mengamalkan agama sesuai dengan faham ahlussunah wal
jama’ah.®

Keputusan bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama

dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu

* Fatwa DSN-MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis

Ulama Indonesia.

*! Soelaiman Fadeli, Antologi NU, (Surabaya: Khalista, 2007), 1.
%2 Soelaiman Fadeli, Antologi NU, 3.
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madzhab empat yang disepakati. Oleh karena itu, prosedur
penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:
a. Qauli vang berarti pendapat. Metode ini merupakan
metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah
keagamaan, terutama yang menyangkut figh dengan cara
merujuk langsung kepada kutub mu’tabarah dari para imam
madzhab.
b. Ilhaqgi yang berarti analogi. Berbeda dengan giyas yang
salah satu ashl-nya adalah dr Al-Qur’an dan Sunnah, Ilhagt
didefinisikan proses mengaitkan masalah baru yang belum ada
ketetapan hukumnya. dengan ashl-nya adalah pendapat para
imam madzhab.
c. Manhaji yang berarti metodologis. Yakni menelusuri dan
mengikuti metode istinbath hukum yang dilakukan oleh para
imam madzhab.*
C. Penjelasan terkait Fatwa
1. Pengertian fatwa
Fatwa (ss4) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu

kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan dari kata % (al-

fatd/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau

(isti ‘drah).

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’ ialah menerangkan

%% Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 167.
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hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu
pertanyaan, baik sipenanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik
perseorangan maupun kolektif.>*
Dari pengertian diatas, dapat diketahui hakikat atau cirri-ciri
tertentu dari berfatwa tersebut, yaitu:
a. laadalah usaha memberikan penjelasan.
b. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’
yang diperoleh melalui hasil ijtihad.
c. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam
bidang yang dijelaskannya itu.
d. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang
belum mengetahuinya.>
Dalam pengertian lain, fatwa adalah hukum syara’ yang
disampaikan oleh mufti kepada mustafi, bukan hal-hal yang berada
diluar bidang hukm syara’. Hukum syara’ itu adalah hasil ijtihad
seseorang mujtahid, baik mujtahid yang berhasil menggalinya adalah
muftl itu sendiri, atau mujtahid lain yang selalu diikutinya. Dari
penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa billa yang disampaikan
mufti kepada mustafi itu bukan hasil ijtihad, yaitu hukum yang jelas
dan terdapat dalam nash sharih tidak disebut fatwa tetapi lebih tepat

disebut rawi.*®

** Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),
5.

> Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 484.

% Amir Syarifuddin, Ushul Figh, , 485.
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Telah dijelaskan bahwa yang difatwakan atau materi fatwa itu
adalah hukum syara’ yang diperoleh melalui ijtihdd. Dalam hal ini
mufti sama kedudukannya dengan hakim, yaitu menyampaikan hukum
kepada ummat. Fatwa disampaikan mufti dengan ucapannya setelah
menerima pertanyaan ummat, sedangkan gadhi menyampaikan
hukum melalui putusan hukum atau dalam proses persidangan setelah
perkaranya disampaikan oleh umat. Keduanya merupakan hasil
ijtihad.

Seandainya mufti itu adalah seorang mujtahid, maka hukum yang
disampaikannya itu adalah hasil ijtihadnya sendiri. Seandainya muftl
itu adalah seorang mugallid maka hukum yang difatwakannya adalah
hukum yang dihasilkan melalui ijtihad hasil temuan seorang imam
yang dia ikuti pendapat (madzhab)-nya.>’

. Urgensi fatwa dalam kehidupan umat Islam

Berbicara tentang urgensi fatwa dalam kehidupan umat Islam
tidak terlepas dari seberapa jauh kemanfaatan fatwa dalam kehidupan
umat manusia. Al-Qur’an dan Al-Hadist pada dasarnya masih bersifat
global, sehingga memerlukan adanya secara analisis, agar umat islam
mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam
konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan yang
konkret dan bertanggungjawab. Pada hakikatnya fatwa keagamaan

merupakan hasil putusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan

>’ Amir Syarifuddin, Ushul Figh, , 488.
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umum dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan
hukum secara bertanggungjawab dan konsisten. Fatwa memberikan
kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia dalam hal pemahaman,
penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga
fatwa itu seharusnya mengandung bebrapa unsur pokok yang
meliputi:

a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang
sedang diperselisihkan.

b. Fatwa sebagai jalan keluar (follow up) dari kemelut perbedaan
pendapat diantara para ulama/para ahli.

c. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial
keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab ada ulama yang
mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena
bertumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat, dan istiadat.

d. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk
menuju umat wahidah.*®

3. ljtihad kolektif
Dalam bahasa Arab ijtihad kolektif sering disebut dengan al-
ijtihdd al-jama ‘i tidak jauh dengan ijtihad al-fard (ijtinad personal).

Bedanya hanya kalau dalam ijtihad kolektif, ijtihad dilakukan secara

bersama-sama oleh sejumlah ulama. Sedangkan ijtihad al-fard, ijtihad

dilakukan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, pengertian ijtihad

%% Rohadi abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), 27.
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kolektif dapat dimaknai dengan usaha sungguh-sungguh sejumlah
ulama dalam memahami hukum syara’ dari dalil-dalil mu ‘tabar,
kemudian mereka sepakat terhadap sebuah keputusan hukum stelah
terjadi dialog diantara mereka.

Perkataan ”sejumlah ulama” dalam definisi diatas, dapat dipahami
bahwa ijtihad kolektif ini tidak termasuk dalam kategori ijma ‘. Karena
syarat ijma‘ sebagaimana dimaklumi dalam kajian ushul figh harus
merupakan kesepakatan semua ulama mujtahid yang hidup pada suatu
masa tanpa terkecuali.*®

ijtihad jama ‘i adalah setiap ijtihad yang dilakuakan oleh para
mujtahid untuk menyatukan  pendapat-pendapatnya dalam satu
problematika. Yang dilakukan dengan mengumpulkan para mujtahid
dengan para ilmuan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah
untuk membahas fenomena aktual yang terjadi. Salah satu cara efektif
untuk melaksanakan ijtihad dimasa sekarang dimana sulitnya mencari
orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad
adalah melakukan ijtihdad jama ‘7 (ijtinad kolektif).

Dalam aplikasinya, ijtihad jamaT meliputi dua hal. Pertama,
ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru
yang belum disinggung dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, dan

pembahasan ulam terdahulu. Kedua, ijtihad untuk memilih pendapat

 (Alizar Usman, 2016, http:/kitab-kuneng.blogspot.co.id/2016/08/apa-itu-ijtihad-kolektif.html,
diakses 21 Maret 2018).


http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2016/08/apa-itu-ijtihad-kolektif.html
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yang paling sesuai dengan kemaslahatan kemanusian.®

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ijtihdd jama ‘T

adalah sebagai berikut:

a. Masalah menentukan kelengkapan syarat-syarat sebagai
mujtahid yang akan ikut dalam mujtahid diserahkan kepada
penguasa muslim yang mengatur orang Islam. Orang yang
dipilih itu mewakili umat masyarakat tempat ia beribadah.

b. Disamping para ulama, dilibatkan pula para pakar berbagai
ilmu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Jika terdapat perbedaan pemdapat dalam siding, maka diambil
pendapat dari yang disepakati banyak ulama.®

Para mujtahid dan lembaganya berbeda karena perbedaan letak

geografi, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial. Karenanya penting
untuk memetakan ijtihdd jama‘i berdasrkan geografisnya. Karena
dengan adanya perbedaan geografi akan timbul pengaruh kebudayaan,
adat, dan tradisi yang berbeda pula terhadap permasalahan baru dan
bersifat umum. Pada masa ini ijtihad kolektifdibagi menjadi 3 bentuk,
diantaranya adalah sebagai berikut:

a. ijtihad kolektif bersifat nasional
ijtihad kolektif bersifat nasional adalah aktifitas ilmiah yang
sistematis yang terarah yang dilakukakn para ahli ijtihad

sebuah Negara, demi mencapai maksud Allah pada setiap

% yusuf Al-Qardhawi, ljtihad Kontemporer Kode Etik dan Brerbagai Penyimpangan, (Surabaya:
Risalah Gusti, 2000).
8! Satria Efendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), 258.
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permasalahan yang menyentuh kehidupan masyarakat umum
diNegara tersebut, atau demi mencapai implementasi maksud
Allah yang tepat terhadap peristiwva vang dialami
masyarakat.”> Contoh lembaga dlam skala nasional, Haiah
Kibaril Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih
Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
b. ijtihad kolektif bersifat regional
yang dimaksud regional adalah kumpulan beberpa Negara
yang berdekatan yang memiliki kesamaan adat istiadat dan
budaya. Ijtihad kolektif regional adalah aktifitas ilmiah yang
sistematis dan terarah yang dilakukan oleh para ahli ijtihad
yang ditulis oleh masing-masing Negaranya, demi mencapai
maksud Allah pada masalah-masalah yang menyentuh
kehidupan orang-orang yang hidup di Negara-negara tersebut,
atau demi aplikasi maksud Allah yang tepat terhadap
kenyataan hidup mereka.®®
c. ijtihad kolektif bersifat internasional

banyak masalah-masalah kontemporer yang menyentuh
kehidupan masyarakat internasional. Masalah-masalah ini
diputuskan oleh majma“ figh setingkat internasional, bukan
lagi Negara atau regional. majma‘ al-figh al-Islami al-Dauli

(International Islamic figh Academy) yang berpusat di Jeddah

82 Siti Hanna, “Urgensi Ijtihad Kolektif Dalam Permasalahan Kontemporer”, Media Syariah, 2,
(Juli, 2012), 179.
®% Siti Hanna, “Urgensi Ijtihad Kolektif Dalam Permasalahan Kontemporer”, 180.
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menjadi salah satu majma* figh setingkat internasional. |jtihad
kolektif internasional adalah aktifitas keilmuan yang sistematis
yang terarah yang dilakukan oleh para ahli ijtihad yang diutus
oleh lembaga figh masing-masing Negara, demi mencapai
maksud Allah pada masalah-masalah yang menyangkut
kehidupan umat secara umum, atau demi terwujudnya maksud
Allah pada kenyataan hidup umt tanpa melihat batas geografi
mereka.®® contoh lembaga dalam skala internasional Al-
Majma’ Al-Fighy Al-Islamy yang bertempat di Makkah dan
Majma’ Al-Fighy Al-Islamy Ad-Dauly yang bertempat di

Jeddah.

® Siti Hanna, “Urgensi Ijtihad Kolektif Dalam Permasalahan Kontemporer”, 181.



BAB Il11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian dan analisis terkait
beberapa hal. Pertama, status bonus penjualan langsung berjenjang syariah
menurut fatwa DSN-MUI. Kedua, status bonus penjualan langsung berjenjang
syariah menurut LBM-Nahdlatul Ulama Jatim. Ketiga, metode istinbath
hukum status bonus Penjualan langsung berjenjang syari’ah dalam Fatwa
DSN-MUI. Keempat, metode istinbath hukum status bonus Penjualan
langsung berjenjang syari’ah dalam Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim.
A. Status Bonus Penjualan langsung berjenjang syariah menurut Fatwa
DSN-MUI dan Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim.
1. Status Bonus dalam Fatwa DSN-MUI  No.75/DSN-

MUI/V11/2009.
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Penjualan berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan
secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran
yvang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang
memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah
perorangan atau badan usaha lain secara berturut-turut yang
bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang
wajar.Suatu yang khas dari kegiatan Direct Selling adalah adanya
sistem perjenjangan atau tingkatan untuk setiap distributor yang
bergabung, sesuai dengan prestasinya. Seperti halnya meniti karier
dalam bisnis konvenisonal, setiap distributor memulai karier dalam
bisnis ini dari tingkat paling bawah. Menjalaninya langkah demi
langkah, hingga ia berhasil naik peringkat, dan terus naik
peringkat.

Setiap distributor yang mampu merekrut beberapa
downline, secra otomatis peringkatnya akan naik. Jika dia mampu
membina down line-nya untuk melakukan hal serupa, peringkatnya
akan terus menanjak sesuai dengan bertambahnya jaringan. Inilah

yang dimaksud dengan  pertumbuhan  eksponensial.®?
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Disetiap marketing plan perusahaan MLM memiliki
peringkat yang berbeda-beda baik dari segi jumlah tahapan
pencapaian perigkatnya maupun syarat pencapaian peringkat itu
sendiri. Tahapan pencapaian peringkat demi peringkat memang
dirancang untuk memberikan anda sebuah reward dan bonus oleh
perusahaan karena upaya anda dalam mengembangkan sebuah
jaringan bisnis MLM. Syarat kenaikan peringkat yang terjadi
dihampir semua marketing plan MLM adalah sebagi berikut:

a. Membentuk omzet penjualan pribadi.

b. Minimal membangun jaringan sebanyak 1-2
kali/frontline dengan cara yang sama.

c. Memiliki total omzet grup sebuah nominal tertentu
yang telah disyaratkan.

d. Memiliki total omzet dikaki/grup yang lain selain 2
kaki/l frontline utama yang disebut dengan side
volume.

e. Melakukan kewajiban tutup point tiap bulannya sesuai

dengan  syarat  dalam  marketing  plan.*

120

Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 50.
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Dalam sistem MLM yang benar, komisi dan bonus sama
sekali bukan karena lebih awal atau lebih lama bergabung
dengan gusaha MLM vyang diikuinya. Tapi benar-benar
karena distributor berhasil menunjukkan prestasi yang luar
biasa dan menjadikan usaha MLM yang diikutinya meraih
peningkatan omzet penjualan yang luar biasa pula. Berikut
adalah macam-macam komisi dan Bonus:

a. Macam-macam komisi ada 5, diantaranya adalah:

1) Laba eceran atau diskon
Diskon adalah komisi yang diberikan langsung
berupa potongan harga pada saat seorang distributor
membeli sebuah produk.

2) Komisi pribadi
Komisi pribadi adalah komisi yang didapatkan
setiap kali distributor belanja produk MLM yang
bersangkutan.

3) Komisi perkembangan
Komisi  perkembangan adalah komisi  bagi
distributor yang mengajak orang lain bergabung
dalam bisnis MLM.

4) Komisi kepemimpinan
Komisi kepemimpinan merupakan penghargaan

yang besar dari usaha MLM kepada distributor yang

% Ali Syahbana, Jenjang Peringkat di MLM, (http://tianshi.an.web.id/2009/06/jenjang-peringkat-
di-mIm.html, diakses 6 Maret 2018).


http://tianshi.an.web.id/2009/06/jenjang-peringkat-di-mlm.html
http://tianshi.an.web.id/2009/06/jenjang-peringkat-di-mlm.html
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telah sukses melakukan pembinaan terhadap
jaringannya.
5) Komisi sharing internasional

Komisi ini diambil dari omzet usaha MLM secara

internasional, atau omzet usaha pada peringkat

tertentu secara internasional.®’

b. Macam-macam bonus ada 4, diantaranya adalah:

1) Bonus kendaraan
Bonus kendaraan adalah bonus untuk mendapatkan
kepemilikan kendaraan pribadi dengan spesifikasi
tertentu. Baik berupa kendaraan roda dua sampai
kendaraan mewah.

2) Bonus rumah tinggal
Bonus ini merupakan hadiah kepemilikan sebuah
rumah. Baik berupa rumah sederhana, real estate
bahkan berupa villa.

3) Bonus wisata
Bonus wisata berupa bonus wisata ke mancanegara.
Yang bertujuan untuk menambah wawasan Ssi
distributor.

4) Bonus religi
Bonus ini berbentuk wisata keagamaan berlaku bagi

distributor muslim maupun non muslim.®®

87 Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 56.
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Bonus dalam hukum islam dikenal dengan ju‘alah, yang
artinya adalah janji atau komitmen (iltizdam) untuk memberikan
imbalan (reward/ ‘iwadh/ju‘l) tertentu atas pencapaian hasil
(natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.®

Dasar pengambilan hukum ju‘alah ini diambil dari firman
Allah dalam surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

B 54 Uly Jins Jaa 4la Galy ellall ¢ 150030805

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: ‘“kami kehilangan piala

raja, dan siapa yang dapat menegembalikannnya, akan

memperoleh beban makanan (seberat) beban unta dan aku

menjamin terhadapnya” (Yusuf: 72)70

Indonesia memiliki lembaga yang bernama Majelis Ulama
Indonesia yang merupakan lembaga yang mewadahi para ulama,
zu’ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untk membimbing,
membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Dan
salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia adalah mengeluarkan fatwa-
fatwa yang diperuntuukan umat muslim.”*

Salah satu fatwanya adalah fatwa tentang Pedoman Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah No.75/DSN-MUI/VI11/2009. Dalam
fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah yang salah satu poinya menyatakan
“Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra

usaha) tidak menimbulkan ighra’”.

%8 Kuswara, Mengenal MLM Syariah, 58.

*® Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XI1/2007 tentang akad Ju’alah.

Q.S Yusuf (13) : 72.

™( http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/, diakses 7 Maret 2018)


http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/
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Ighra’ adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai
terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam
rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Jadi, status
bonus dalam Fatwa DSN-MUI itu hukum nya boleh dengan syarat
tidak menimbulkan ighrd’ dalam artian tidak boleh dibuat sedemikian
rupa sehingga menjadi faktor utama yang paling menarik menjadi
sumber pendapatan, atau menjadi tujuan utama mitra usaha dalam
melakukan bisnis Penjualan Langsung Berjenjang. Bonus juga harus
didapatkan sesuai jerih payah mitra usaha itu sendiri karena
pendapatan atau keuntungan penjualan barang dan atau ajasa
seharusnya lebih besar daripada pendapatan berupa bonus ataupun
komisi.

Dalam Al-Qur’an dan Hadist terdapat dalail-dalil yang mnerangkan
tentang segalam macam muamalah diantaranya mengenai penjualan
langsung berjenjang syariah. Dalam firman Allah Surat An-Nisa’, yang
berbunyi:

3a (35 48 5183 G385 & ) Il W L S5 a&pal | 6I8E el ey

Artinya:” hai orang yang beriman, jangan lah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela
diantaramu”. (QS. AN-Nisa:29 )"

Dan disebutkan juga didalam Hadist riwayat Abu Hurairah:
G ) 08 Aanadll o)y ) AN g (8 38 Uadll g 88 p.0a Al 015l

Artinya: Nabi s.a.w melarang jual beli dengan cara melempar
batu dan jual beli gharar. (H.R Khomsah dari Abu Hurairah).

2Q.S AN-Nisa (4) : 29.
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Jadi, didalam Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/V11/2009 status
bonus yang diberikan oleh perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang
kepada mitra usahanya itu hukumnya boleh dan/atau tidak
haram.dengan syarat mitra usaha ketika mencari pelanggan tidak
menimbulkan ighrd’ dengan cara memberikan tawaran bonus yang
menggiurkan sehingga pelanggan bisa tertarik untuk ikut join dalam
bisnis itu. Kemudian juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

2. Status Bonus dalam Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama Jatim

Bonus atau ju ‘alahsecara etimologi berarti upah atau hadiah yang
diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut mengerjakan atau
melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Secara terminologi fikih berarti “suatu iltizdm dalam bentuk janji
memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela terhadap orang
yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum
pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang
diharapkan”.”

Selain Majelis Ulama Indonesia, terdapat organisasi Nahdlatul
Ulama yang merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Organisasi ini berdiri pada 31 januari 1926 dan bergerak dibidang

keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.”

" M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalm Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: Rajawali
Press, 2004), 265.
™ (https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama, diakses 7 maret 2018).


https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama
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Organisasi Nahdlatul Ulama memiliki banyak lembaga, salah
satunya adalah Lembaga Bahtsul Masail atau disingkat LBM-
Nahdlatul Ulama merupakan sebuah lembaga otonom Organisasi
Masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan
masalah-masalah kekinian yang berkembang di masyarakat dengan
berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadits dan Kitab Turats para
mujtahid terdahulu.

Hasil musyawarah para kiyai dalam menyikapi masalah-masalah
kemasyarakatan ditinjau dari sudut pandangan figh syariah, yaitu:

a. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM NU

wilayah Jawa Timur yang dikumpulkan dalam rubrik TOPIK.
b. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM NU
cabang se Jawa Timur yang dikumpulkan dalam rubrik
DAERAH.

c. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Forum
Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura atau disingkat
FMPP yang dikumpulkan dalam rubrik FMPP.

Ketiga lembaga ini masing-masing berdiri secara otonom. Oleh
karena itu dimungkinkan hasil bahtsul masail yang diputuskan ada
yang memiliki kesamaan pembahasan atau bahkan ada sedikit banyak

perbedaan keputusan, namun demikian kesemuannya dapat
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dipertanggung jawabkan karena telah melalui pembahasan yang
matang.”

Salah satu keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Jawa Timur yakni tentang ‘“Pembelian baranng diikuti pencarian calon
pembeli baru secara beranting dengan menjanjikan bonus” yang di
lakukan di Pnpdok Pesantren Hidayatut Tullab Petok Semen Kediri
pada tanggal 6 Juli 2002/25 Rabi’ul Alhir 1423 H.

Dalam keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa
Timur menyatakan “Bonus yang dijanjiakan apabila dapat menjaring
sejumlah calon pembeli baru cenderung sebagai riba, bukan
keuntungan dari bai ‘murabbahah dan sebagainya”. Dengan demikian
status hukum bonus itu haram diterima.”

Berkembangnya perusahaan Multi Level Marketing membuat
perusahaan berlomba-lomba dalam menggaet mitra usahanya dengan
menjanjikan bonus atau komisi yang besar serta yang mejadi motivasi
utama mitra usaha. Bonus atas jasa perekrutan sesuai dengan
keputusan LBM NU Jatim dinyatakan haram karena dapat merugikan
sebagian pihak. Bisnis yang dilakukan dengan syarat mencari calon
pembeli baru sejumlah orang tertentu, adanya syarat tersebut justru
menjadikan transaksi jual beli rusak (fasid). Faktor penyebab
kefasidan agad karena syarat tersebut bukan termasuk sesuatu yang

umum dimasyarakat, bukan konsekuwensi yuridis dari agad dan tidak

" Moh. Khoirun Ni’am, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), (http:
/Iniamspot.blogspot.co.id /2011/10/lembaga-bahtsul-masail-nahdlatul-ulama.html, diakses 7 Maret
2018).

® Tim PW NU Jawa Timur, Nu Menjawab Problematika Umat, (Surabaya: PW LBM NU Jatim,
2015), 500.


http://niamspot.blogspot.co.id/2011/10/lembaga-bahtsul-masail-nahdlatul-ulama.html
http://niamspot.blogspot.co.id/2011/10/lembaga-bahtsul-masail-nahdlatul-ulama.html
http://niamspot.blogspot.co.id/2011/10/lembaga-bahtsul-masail-nahdlatul-ulama.html
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memberi nilai tambah bagi kemaslahatan transaksinya sebagaimana
disebutkan didalam kitab Al-figh al-1slam wa Adillatuh.

5 8 &) tha 8y ) Alua dpa Jalhy RS (5045 Freay sfeia¥ B Lmd Lt Ol
G o ()38 o RN (B L 1) ity 8 s 0 3

Artinya: Asy-Syafi'iyah berkata, bersdasar wajah ashah: “tidak

sah menggangantungkan perwakilan dengan suatu syarat berupa

sifat atau masa; misalkan, jika si Zaid hadir atau awal bulan telah
tiba, maka sungguh aku akan mewakilkan sesuatu kepadamu”.

Maksudnya adalah tidak sah perwakilan dengan ta’lig

penggantungan sesuatu karena didalam ta’liq tersimpan gharar

(ketidak jelasan).

Oleh karena status agadnya fasid, maka penguasaan bendanya
menjadi haram. Jadi Bonus yang diberikan kepada mitra Usaha oleh
perusahaan MLM menurut Keputusan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama Jatim ini adalah Haram.

. Metode istinbath hukum status bonus Penjualan langsung
berjenjang syari’ah dalam Fatwa DSN-MUI dan Keputusan LBM-
NU Jatim.

1. Metode istinbath hukum Fatwa DSN-MUI.

Fatwa berasal dari bahasa arab < siyang artinya nasihat, petuah,
jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah
keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga
atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang

mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap

pertanyan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustaff) yang tidak
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mempunyai ketrikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak
harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.’’

Indonesia mempunyai wadah permusyawarahan para ulama
yang disebut dengan MUI, dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat
bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam
memberikan fatwa-fatwa dan nasihat dalam memecahkan dan
menjawab seluruh persolan sosial-keagamaan dan kebangsaan
yang timbul ditengah-tengah masyarakat.”

Jawaban yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa
yang dikeluarkan melalui komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik
ditingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan
fatwa MUI didasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an,
Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.”

Proses penjawaban dan pemecahan setiap permasalahan
mengenai hukum keagamaan dilakukan dengan responsif, proaktif,
dan atisipatif. metode penggalian serta penetapan fatwa dilakuakan
sebagaimana berikut:

a. Permasalahan hukum yang telah diajukan ditinjau dengan

pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu ‘tabar
tentang masalah yang sedang digali hukumnya tersebut

dengan seksama berikut dalil-dalilnya.

" Rachmat Taufik Hidayat dkk, Almanak Alam Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), 132.
8 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Inis, 1993), 63.
™ Ahmad Hasan, jma’, (Bandung: Pustaka, 1976), 1.
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b. Permasalahan yang sudah jelas hukumnya disampaikan

sebagaimana adanya.

Masalah yang menjadi khilafah dikalangan Madzhab,

maka:

1) Mencari titik temu diantara pendapat-pendapat ulama
madzhab melalui metode al-jam ‘u wa al-taufiq.

2) Ketika pencarian titik temu tidak berhasil, maka
penetapan hukum didasarkan pada hasil tarjih dengan
menggunakan metode mugaranah yakni menggunakan
kaidah-kaidah Ushal Figh Mugéran.

Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya

dikalangan madzhab, maka penggalian hukum dilakukan

ijtihad ijtima“ (kolektif) melalui metode bayani, ta liii

(giyasi, istihsani, ilhaqi), istilaht, dan sad al-zari ‘ah.

Penetapan hukum harus senantiasa memperhatikan

kemaslahatan umum (masdlih ‘ammah) dan magasid al-

., 1 80
syari’ah.

Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua
pasal 2 yang berbunyi:
1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas
Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu ‘tabar, serta tidak

bertentangan dengan kemaslahatan umat.

8 Ma’ruf Amin, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011),

5.
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2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul
sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa
hendaklah tidak bertentangan dengan i#jma’, giyas vyang
mutabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan,
maslahah mursalah, dan saddu al-dzari ‘ah.

3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau
pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang
berhubungan dengan dalil-dalil  hukum maupun yang
berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak
yang berbeda pendapat.

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan
diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.®

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode
istinbathhukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh
dengan metode istinbathhukum yang digunakan oleh para ulama
salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa

MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika

menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan

pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang
mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa
yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas,

tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak

8 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, Himpunan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggara Haji Depag RI, 2003), 4.
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belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI
dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat
para pakar dibidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan
dalam penetapan fatwanya.

Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini
Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari
setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama
sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika
persoalannya telah jelas hukumnya (gath‘iy) hendaklah komisi
menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur
setelah diketahui nash-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan
dalam masalah yang terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat) di
kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih
setelah memperhatikan fikih mugaran (perbandingan) dengan
menggunakan kaidah-kaidah ushul figih mugaran yang
berhubungan dengan pentarjihan.

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam
komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang
berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap
Keputusan Fatwa harus di-tanfidz-kan setelah ditandatangani oleh
Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).

Didalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan

hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber

#pasal 3 Pedoman Peneteapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.U596/MUI/X/1997.
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pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin
disertai dengasn rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan / atau
jalan keluar vyang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF
tersebut.®

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu
Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan
Majelis Ulama Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat
berwenang mengeluarkan  fatwa mengenai permasalahan
keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalah umat
Islam indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah
keagamaan yang terjadi di daerah, nsmun efeknya dapat meluas ke
daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa
menasional.

Meskipun ada hirarki antara MUI pusat dan MUI daerah,
namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah
sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan
fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai
dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI
Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama,
maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang

terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.

#pasal 5 Pedoman Peneteapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.U596/MUI/X/1997.
8 H.M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad ; Antara Tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta:
Titian llahi Press, 1998), 134.
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Didalam referensi lain dijelaskan bahwa Majelis Ulama
Indonesia menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan nas
gath ‘i, pendekatan gauli dan pendekatan manhaji. Pendekatan nas
gat ‘i dilakukan dengan berpegang pada nas Al-Qur’an atau hadits
untuk sesuatu masalah, apabila masalah yang ditetapkan terdapat
dalam nésh Al-Qur’an maupun hadis secara jelas. Sedangkan
apabila tidak terdapat dalam néash Al-Qur’an maupun hadis maka
penjawaban dilakukan dengan pendekatan qauli dan manhaji.
Pendekatan qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh
pendapat dalam al-kutub al-mu ‘tabarah dan hanya terdapat satu
pendapat, kecuali jika qaul yang dianggap tidak cocok lagi untuk
dipegangi karena ta ‘assur atau ta‘azur al-‘amal atau su ‘ubah al-
‘ama, sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena illatnya
berubah.®
Sesuai dengan pengertian dari ayat Al-Qur’an dan Hadist di atas,
dapat penulis tarik kesimpulan bahwasannya MUI dalam metode
istinbath-nya menggunakan metode gat‘7 yang berpegang teguh
pada nash Al-Qur’an dan Hadist. Karena jawaban dari
permasalahan terkait status bonus penjualan langsung berjenjang
syariah sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadist tersebut.

2. Metode istinbath hukum Keputusan LBM-Nahdlatul Ulama

Jatim.

8 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, (Jakarta:
Majelis Ulama Indonesia, 2009), 58.
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Dikalangan Nahdlatul Ulama, istinbathhukum diartikan bukan
mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli
yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan tetapi dilakukan dengan
mentabigkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi
fuqoha’ kepada persoalan (wagqi’iyah) yang dicari hukumnya.
Istinbathhukum langsung dari sumber primer yang cenderung
kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi Ulama NU masih sangat
sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang
disadari terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan
yang harus dikuasai oleh mujtahid.®®

Alasan mengapa NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau
memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk
langsung kepada Al-Qur’an maupun As-Sunnah adalah adanya
pandangan bahwa mata rantai perpindahan Islam tidak boleh
terputus dari suatu generasi berikutnya. Sehingga, yang perlu
dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada
setiap generasi. Pengambilan gaul ataupun wajah yang kemudian
disebut metode gauli, merupakan metode uatama yang digunakan
dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang
menyangkut hukum fikih dengan merujuk langsung pada pengikut

empat madzhab.®’

® Imam Yahya, Dinamika ljtihad NU, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 39.

8Khamim Ma'rifatulloh, Organisasi NU, Bahtsul Masail dan Istinbath  Hukum,
(http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html, diakses 7 Maret
2018).
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Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki
ijtinad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan
oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid.
Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam
tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid
kepada ulama yang memeliki kemampuan berijtihad karena telah
memenuhi persyaratannya. Bagi NU, taglid tidak hanya berarti
mengikuti pendapat orang lain tanpa menegetahui dalilnya,
melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam madzhab dalam
menggali ilmu.®®

Beberapa konsep kunci dalam metode istinbathLajnah Bahtsul
Masail diantaranya adalah sikap bermadzhab, konsep kutub
mu ‘tabarah, dan prosedur istinbath.

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum
di Lajnah Nahdlatul Ulama. Pertama yaitu qauli, yang berarti
pendapat. la berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara
merujuk pada kutub mu ‘tabarah dari pada imam madzhab. Konsep
ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh
keputusan yang dihasilkan lajnah, pasti mencantumkan pendapat
seorang imam madzhab.

Kedua, ilhaqi yang berarti analogi. Berbeda dengan giyas yang

salah satu unsurnya al-ashl adalah dari Al-Qur’an dan As-Sunnah,

8 A. Hanafie, Ushul Figh, (Jakarta: Widjaya, 1993), 130.
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ilh&qgi didefinisikan proses analogis dengan al-ashl nya adalah
pendapat para imam madzhab.

Ketiga, manhaji yang berarti metodologis. la menetapkan
hukum dengan mengambil ‘i/lah berupa terwujudnya sebuah
kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini
banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah
seperti pengadaan halagah Denanyar dan diskusi yang diadakan di
P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Akhirnya
keputusan penggunaan manh@j ini baru ditetapkan pada Munas di
Lampung pada Tahun 1992. Selain itu lajnah juga menetapkan
beberapa sikap ideal dalam bermadzhab. Yaitu, tawassuth i‘tidal
(moderat), tasamuh (toleran), tawazun (adil dan berimbang), ‘amar
ma ruf nahi munkar (peka sosial).®®

Berikut merupakan kerangka analisis masalah yang dilakukan
oleh lembaga Bahtsul Masail, terutama dalam memecahkan
masalah sosial, bahtsul masail hendaknya menggunakan kerangka
pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil
keputusan) antara lain sebagai berikut:

a. Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari
berbagai faktor):
1) Faktor ekonomi
2) Faktor budaya

3) Faktor politik

8 Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU”,
Ejournal Unida Gontor, 2, (juni, 2014), 194.
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4) Faktor sosial dan lainnya

b. Analisa dampak (dampak postif dan negatif yang ditimbulkan
oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari
berbagai aspek), antara lain:

1) Secara sosial ekonomi

2) Secara sosial budaya

3) Secara sosial politik,

c. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah
mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya disegala
bidang). Disamping putusan figh/yuridis formal, keputusan ini
juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.

1. Status hukum (al-ahkam al-khamsah/sah-batal)

2. Dasar dari ajaran Ahlussunnah waljamad ‘ah

3. Hukum positif

d. Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus
dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa tersebut).

1. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan Negara
dengan  sasaran  mempengaruhi  kebijaksanaan
pemerintah).

2. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan
kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa
dan forum seperti pengajian).

3. Jalur ekonomi (berusaha meningkatkan esejahteraan

masyarakat).
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4. Jalur sosial (berusaha meningkatkan kesehatan
masyarakat, lingkungan dan seterusnya).*

Ketetapan hukum vyang dihasilkan dilingkungan Nahdlatul
Ulama hanya bersifat sebagai fatwa yang diambil dalam rangka
memberikan jawaban terhadap kasus yang terjadi ditengah
masyarakat. Oleh karenanya sifat keputusan Bahtsul Masail
mencakup 3 hal. Pertama, seluruh keputusan bahtsul masail
dilingkungan Nahdlatul Ulama yang diambil dengan prosedur yang
telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam
struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang
sederajat dan tidak saling membatalakan.

Kedua, suatu hasil keputusan bahtsul masail dianggap
mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh
pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu
Munas Alim Ulama maupun Muktamar.

Ketiga, sifat keputusan dalam bahtsul Masail tingkat Munas
dan Muktamar adalah mengesahkan rancangan keputusan yang
telah dipersiapkan sebelumnya, dan/atau diperuntukkan bagi
keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam
segala bidang.™*

Jadi, metode istinbathyang digunakan oleh Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama yang paling utama adalah mengambil dari kutub

% 1mam Ghazali Said, (eds.),Ahkamul Fugaha: Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas
dan Konbes Nahdlatul Ulama, 629.
°! Imam Ghazali Said, (eds.),Ahkamul Fugaha: Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas
dan Konbes Nahdlatul Ulama, 628.



66

mu ‘tabarah. Karena, cara pandang yang memahami bahwa dalam
tradisi Islamtransmisi keilmuan tidak boleh terputus, validitas
sanadnya harus bersambung pada Rosulullah Saw. Tujuan ini tidak
akan tercapai manakala meninggalkan sikap bermadzhab. Dalam
permasalahan terkait metode istinbath status bonus penjualan
langsung berjenjang syariah adalah menggunakan metode gauli,
hal ini dapat dilihat dari pengambilan qaul terhadap teks yang
terdapat dalam kitab Al-figh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah

Zuhaili.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam keseluruhan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:
Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VI11/2009 menyatakan status bonus
yang diberikan oleh perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang
kepada mitra usahanya itu hukumnya boleh dan/atau tidak
haram.dengan syarat mitra usaha ketika mencari pelanggan tidak
menimbulkan ighrd“ dengan cara memberikan tawaran bonus yang
menggiurkan sehingga pelanggan bisa tertarik untuk ikut join dalam
bisnis itu. Kemudian juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.
67
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Sedangkan dalam Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur
syarat mencari calon pembeli baru sejumlah orang tertentu justru
menjadikan transaksi jual beli rusak (fasid), karena status agad-nya
fasid, maka bonus yang diberikan kepada mitra usaha oleh perusahaan
Penjualan Langsung Berjenjang kepada mitra usahanya menurut
Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jatim ini adalah
mutlak haram.

2. MUI dalam metode istinbath-nya menggunakan metode gat7 yang
berpegang teguh pada nash Al-Qur’an dan Hadist. Karena jawaban
dari permasalahan terkait status bonus penjualan langsung berjenjang
syariah sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Sedangkan
dalam permasalahan terkait metode istinbath status bonus penjualan
langsung berjenjang syariah lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama
menggunakan metode gauli, hal ini dapat dilihat dari pengambilan qaul
terhadap teks yang terdapat dalam kitab Al-figh al-Islam wa Adillatuh
karya Wahbah Zuhaili.

3. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah

dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-

pihak terkait diantaranya yaitu:

1. Indonesia sebagai Negara mayoritas penduduknya beragama Islam,
sebaiknya perusahaan-perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang

Syariah tidak mengkelabuhi mitra bisnisnya dengan iming-iming
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bonus yang besar dan mewah tanpa adanya agad yang sah dan objek
yang real.

Mitra bisnis atau anggota Penjualan Langsung Berjenjang Syriah
hendaklah lebih berhati-hati dan lebih cermat ketika akan join dalam
bisnis Penjualan Langsung Berjenjang.

. Untuk penulis yang akan dating diharapkan dapat melengkapi
kekurangan penuli pada penelitian ini, karena sesungguhnya penelitian
ini jauh dari kata sempurna. Dan diharapkan pada penelitian yang akan
dating dapat memaparkan hasil penelitian yang lebih baik dari pada

penulisan penelitian saat ini.
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor 75/DSN-MUI/V11/2009
Tentang
Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
pn Sl el Sl A ol
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang : a. bahwa metode penjualan barang dan produk jasa
dengan menggunakan jejaring pemasaran
(network marketing) atau pola penjualan
berjenjang termasuk di dalamnya Multi Level
Marketing (MLM) telah dipraktikkan oleh
masyarakat;

b. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa
seperti ter-sebut pada butir a telah berkembang
sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang
beragam, namun belum dapat dipastikan
kesesuaiannya dengan prinsip syariah;

c. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa
seperti ter-sebut pada butir a dapat berpotensi
merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal
yang diharamkan;

d. bahwa agar mendapatkan pedoman syariah yang
jelas mengenai praktik penjualan langsung
berjenjang syariah (PLBS), DSN-MUI perlu
menetapkan Fatwa tentang Pedoman PLBS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
a. QS. al-Nisa' [4]: 29:
By dinuuesmesx\y\ SR \}M\ Sl L@_.\u
K el e Ba3 388
"Hal orang yang beriman! Janganlah
kalian saling memakan (mengambil) harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku
sukarela di antaramu .
b. QS. al-Ma’idah [5] 1
2l 1550 15 Sl i
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-
akad itu ..
C. QS al- Ma idah [5]: 2:
Loes 5 o e iy
dan tolong menolonglah kalian dalam
(mengerjakan) kebajikan ..
d. QS. al-Muthaffifiin [8]: 1- 3
1315 uﬁjmu»u\‘;c ) 13) Sl cpaabaall oy
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"Kecelakaan besarlah bagl orang-orang
yang curang, (yaitu) orang-orang yang
apabila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi, dan apabila
mereka menakar atau menimbang untuk
orang lain, mereka mengurangi.”
e. QS. al-Bagarah [2]: 198:
e&)wM‘;wu‘chéﬂf—wﬂ
. Tidak ada dosa baglmu untuk mencari
karunia dari Tuhanmu ..
f. QS. al- Baqarah [2]: 275
. u)x\eﬁjt P NI waaly
. Dan Allah telah menghalalkan Jual
beli dan mengharamkan riba ..."
g. QS.al- Baqarah [2]£ 279
O3tk ¥ Gl
"... Kamu tidak boleh menzallmi orang
lain dan tidak boleh dizalimi orang lain."
h. QS. al-Ma'idah [5]: 90
uu.m) Cyially el S ) )l u.ml\l.@_\\ G
esmo}muuw\dacu—«w:Je\b\J\}
O AL
"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, dan mengundi nasib
dengan panah, adalah termasuk perbuatan
keji, perbuatan setan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.”
2. Hadis Nabi SAW, antara lain:
a. Hadis Nabi
SR aha Ba)a V) aekyhs G Gralal
(s 2 s ome o gl ol ) LlDA sl
"... Kaum muslimin terikat dengan syarat-
syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi
dari'Amr bin 'Auf)
b. Hadis Nabi
g asle cpd ol ) Dla Y5 D5 Y
(o] am ol e Laa
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri
maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah,
Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id
al-Khudri)
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c. Hadis Qudsi riwayat Abu Dawud dari Abu
Hurairah, Rasulullah SAW berkata:
(.JLA‘_,&}J\ GG Gl 58 &S a G
i c_,;’)s Galla LhAAT (A 136 4oalia Ll
(B o oo 251 s ol ) gl
"Allah s.w.t. berfirman, "Aku adalah pihak
ketiga dari dua orang yang bersyarikat
selama satu pihak tidak mengkhianati
pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah
berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR.
Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al
Hakim, dari Abu Hurairah)
d. Hadis Nabi
La;l\cuucehjc\_\lcan\‘;man\ d)uJG@J
(GOi0h ol de Auadll ol ) ORD i G
"Nabi SAW melarang jual beli dengan cara
melempar batu dan jual beli gharar.”"(HR.
Khomsah dari Abu Hurairah)
e. HadisNabi
(B0h o G aluaolg ) Lia (il ik
"Barang siapa menipu kami, maka ia tidak
termasuk golongan kami.” (Hadis Nabi
riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah)
f. Hadis Nabi
}‘—‘N‘U“-‘u‘:eh}“-‘hsj““m‘ Jsu) 8
(e Gite) o & ol5ta5 A
"Nabi SAW melarang (penggunaan) uang
dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran
dan uang yang diberikan kepada
paranormal.” (Muttafaq ‘alaih)
g. Hadis Nabi
sl ‘\-‘-‘-“‘1‘} padll i 58 Al il ¢
L@Gw\eywb\&\ dy.uu Jm (,LM\J\J
0 Ly il 380 GAYS S G i
eluj‘\.\lc&)\‘;‘m&)\ d}u)d\ﬁ(.u e\_);}% ch\A&
L@_UM(,);LAJ»:\ u\ m}@_\l\»s\ d.v\ﬁ LJ]\JJ.K:

(4\.\3:: Cgsfm) \}Eiﬁ bJ.GL} (.\.1 }LQA
"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya
mengharamkan jual beli khamar, bangkai,
babi dan patung-patung. Rasulullah
ditanya, "Wahai Rasulullah. Tahukah
Anda tentang lemak bangkai, ia dapat
dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk
meminyaki kulit-kulit dan dipakai untuk
penerangan (lampu) oleh banyak orang?"
Nabi SAW menjawab, "Tidak ! la adalah
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haram.” Nabi SAW. kemudian berkata
lagi, "Allah memerangi orang-orang
Yahudi karena ketika Allah
mengharamkan lemak bangkai kepada
mereka, mereka mencairkannya dan
menjualnya, kemudian mereka memakai
hasil penjualannya.” (Muttafaq 'alaihi)
h. Hadis Nabi X )
(il 5 daal o) 5 ) LA 3150 S Cpal
"Allah melaknat pemberi dan penerima
risywah." (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi)
3. Kaidah Fikih:
a. Kaidah Fikih: )
S B8 8% 4 Y Ayl el s gl
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya."
b. Kaidah Fikih:
Al s e Al
"Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat
kesulitan (kerja)"

Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20
Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha
Penjualan Berjenjang;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 BAB
VII1 Pasal 22 tentang ljin Usaha Penjualan
Berjenjang;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan Surat 1zin Usaha Perdagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 32/M-
DAG/PER/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANG-
SUNG BERJENJANG SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum
1. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan
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10.

barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada
sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara
berturut-turut.

Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun
tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki,
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen.

Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk
pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh
konsumen.

Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan
langsung yang terdaftar menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Konsumen adalah pihak pengguna barang dan atau
jasa, dan tidak bermaksud untuk
memperdagangkannya.

Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh
perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, yang
besaran maupun bentuknya diperhitungkan
berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung
dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan
atau produk jasa.

Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh
perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena
berhasil melampaui target penjualan barang dan atau
produk jasa yang ditetapkan perusahaan.

Ighra’ adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan
orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan
hal-hal atau transaksi dalam rangka mempereroleh
bonus atau komisi yang dijanjikan.

Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana
masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik
memberikan komisi dan bonus dari hasil perek-
rutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung
kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau
dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual
tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak
mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung
jawabkan.

Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang ber-
lebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar
biaya.
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11.

12.

Member get member adalah strategi perekrutan
keang-gotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota
yang telah terdaftar sebelumnya.

Mitra usaha/stockist adalah pengecer/retailer yang
men-jual/memasarkan produk-produk penjualan
langsung.

Kedua . Ketentuan Hukum
Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa

2

10.

barang atau produk jasa;

Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan
sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan
untuk sesuatu yang haram;

Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak
mengandung unsur gharar, maysir,

riba, dharar, dzulm, maksiat;

Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (excessive
mark-up), sehingga merugikan konsumen karena
tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang
diperoleh;

Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada
anggota baik besaran maupun bentuknya harus
berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait
langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan
barang atau produk jasa, dan harus menjadi
pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada
anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika
dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target
penjualan barang dan atau produk jasa yang
ditetapkan oleh perusahaan;

Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang
diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan
dan atau penjualan barang dan atau jasa;

Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada
anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra'.
Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam
pembagian bonus antara anggota pertama dengan
anggota berikutnya;

Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan
dan acara seremonial yang dilakukan tidak
mengandung unsur yang bertentangan dengan agidah,
syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus,
maksiat dan lain-lain;
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11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan
keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada anggota yang direkrutnya
tersebut;

12. Tidak melakukan kegiatan money game.

Ketiga :  Ketentuan Akad
Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah:

1. Akad Bai'/Murabahah merujuk kepada substansi
Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
Fatwa No. 16/DSN-MUI/1X/2000 tentang Diskon
dalam Murabahah;

2. Akad Wakalah bil Ujrah merujuk kepada substansi
Fatwa No. 52/DSN-MUI/111/2006 tentang Wakalah
bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

3. Akad Ju'alah merujuk kepada substansi Fatwa No.
62/DSN-MUI/XI11/2007 tentang Akad Ju'alah;

4. Akad ljarah merujuk kepada substansi Fatwa No.
9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah.

5. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah
setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.

Keempat :  Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan
per-undang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip
syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
keten-tuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Jakarta
Tanggal : 3 Sya’ban 1430 H

25 Juli 2009 M
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua
K.H. MA Sahal Mahfudh
Sekretaris
Drs. H. M Ichwan Sam
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KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP Hidayatut Tullab Petok Semen Kediri
25 Rabi’ul Akhir 1423 H/6 Juli 2002 M

292. Pembelian Barang Diikuti Pencarian Calon Pembeli Baru
Secara Beranting dengan Menjanjikan Bonus
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barang menawarkan dengan harta tertentu, dan ke pembeli terdz
diberikan peluang mencari calon pembeli baru dengan dijanjikan be
keuntungan tertentu. Betapa harga yang terpasang jauh lebih mahal
harga di pasaran, namun pembeli bersemangat membelinya ka
rangsangan bonus yang menggiurkan sekira berhasil mendapatkan cales
pembeli baru. Praktek jual beli seperti itu antara lain: ;

a. Penawaran emas dengan cara indent (pesanan) dengan pembaya
tunai seharga Rp. 8.500.000.- (delapan juta limaratus ribu rupi:
Penyerahan emas yang dipesan terjadi antara 1-2 bulan kemu I
Batangan emas sesuai bentuk pemesanan apabila dijual ke pasar
bebas hanya laku sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Pembeli
berani menempuh cara beresiko itu karena ia berharap keuntungan
yang besar melebihi uang tunai yang diserahkan apabila ia berhasil
mendapatkan sejumlah pembeli baru (sembilan orang ke atas).
Demikian pula pembeli kedua dan setorannya secara beranting. Cara
seperti itu antara lain dipraktekkan oleh PT. Gold Quest. Lebih parah
lagi yang dilakukan oleh Probes karena bukti emas yang ditawarkan
tidak ada wujudnya. _

b. Penawaran komoditas tertentu lengkap harga terpasang. Apabila
pembeli bisa mendapatkan sejumlah pembeli baru, maka pembeli
pertama berhak menerima bonus keuntungan berlipat. Demikian
seterusnya secara beranting. Sebagian cara-cara tersebut merupa
bentuk penjualan dari sistem “Maulti Level Marketing (MLM)”, sep
diselenggarakan oleh Rich Express dan lain-lain.

Jawaban

Kedua praktek jual beli tersebut di atas berindikasi kuat mel
norma syariat Islam bila ditinjau dari data-data sebagai berikut:
a. Emas logam mulia atau berbentuk perhiasan tergolong ‘ma
Bila hendak dilakukan jual beli harus berlangsung secara
bi yadin), artinya saat pembayaran harus dukutl d
barangnya. Di dalam Islam dilarang Eegad: p
pembayarannya dihutang. Dengan dem1k1
cara indent atau pemesanan yang dikelola
lain-lain status hukumnya “haram”,;
terjadi dalam tempo 1-2 bulan kem
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aqadnya fasid, maka penguasaan bendanya menjadl haram

c. Usaha untuk mendapatkan calon pembeli baru secara berantai telz
menciptakan kondisi ketidakjelasan siapakah penanggungJawab sebag
pemilik sah komoditas yang ditawarkan atau pihak penerima kua
hukumnya. Kondisi tersebut menjadikan rancu dan ketldakpasn
sekira terjadi claim, pada siapa gugatan itu harus ditujukan. Keadz an
tersebut meniadakan hukum keabsahan jual beli karena subyek
penjual sebagai sendi hukum (arkan al-bai’) atau penerima mandat ’
wakalah tidak jelas. ,-
! d. Harga terpasang untuk komoditas (emas/benda lain) yang ditawarkan
4 tak sebanding harga komoditas serupa di pasar bebas. Kesenjangan
harga tersebut mengindikasikan sulit terbentuk suasana keridhaan

(at-taradhi) di antara kedua belah pihak. Berhubung keridhaan itu

menjadi asas hukum sahnya aqad jual beli, maka faktor kesenjangan

harga berpeluang besar terhadap kerugian sepihak yang dipaksakan 5

dan berbau ghurur. ¥ ,f(-}I

|

e. Bonus yang dijanjikan apabila dapat menjaring sejumlah calon
pembeli baru cenderung sebagai riba, bukan keuntungan dar ba’
murabahah dan sebagainya. Dengan demikian status hukum bonus
itu haram diterima.

Berdasar tinjauan dari segi norma syariat Islam tersebut, maka
Pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan bahwa status
jual beli emas versi Gold Quest yang menerapkan sistem mencari calon
pembeli baru secara berantai, hukumnya haram. Demikian pula jual
beli komoditas lain yang menerapkan pencarian calon pembeli baru

} secara berantai, hukumnya haram.
" Dasar Pengambilan Hukum

a. Al-Jami’ ash-Shahih al-Muslim, VII1/259; dan Sunan al-Kubra li I
B XTIV/118: ‘
. u\, Lady calll Ll A J5t 36 J6 cald 8
o J,.,y,,cs.mcx_nj,;:m;ﬂr ‘

P %

SRR L)K \3\
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b. Is'ad ar-Rafig, 1/134:
DA ik ) s 5 Mg o e o s ¢34 61 558 e

o) A S gy 285 T S g 5l AR G
Telah diketahui dari ketetapan lalu, bahwa haram menjual salah 'satﬁ _
mata uang (alat tukar, dan barang dagangan) secara kredit, meskipunt
sementara tempo, tanpa serah terima dalam satu lokasi, atau dengan
jenisnya. Demikian juga (tempo), atau tanpa serah terima dalam satu
lokasi.

c. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, IX/403:
3 55 ande A2 B 4 SEHE G 4 104 UG A i) el Js

a) EEN ] $2a8n 2y Lo

- Penulis berkata: Adapun keharaman bisnis yang terdapat unsur riba
(menguntungkan salah satu pihak) itu harus dipantau. Bila seseorang
berniaga dalam satu jenis, maka haram berlebihan, tempo, dan berpisah

. sebelum serah terima.

d. Al-Muwatha’ Riwayah Yahya al—Layfsi, 1V/287:

4 >,-»’”&Z&Jﬂ\ﬁéﬂ\ﬂéé\g@@\&@ugggg;
e EEh CaEl G55 slM e )5 P 5AL5 5 A X2 Sl

i

L ez ":f 6 iy R E W M \-ce @ ek
b S E a3 JUS & LalS Gl Bl @ sy O GBI

53 i U i 5222 S o

Yahya menceritakan padaku dari Malik dari Syihab: Ubaidillah bin

Abdillah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan, sungguh Abdallah bin

Mas'ud membeli budak wanita dari istrinya, Zainab as-Tsaqafiyah. Ja
~ (Zainab) menyaratkan padanya (Ibn Mas’ud), bahwa. sungguh bila

~ kamu menjualnya, maka ia (bagiku) seharga kamu menjum

~ harga tersebut. Selanjutnya ibn Ma§’ud bertanya mengenai proble

 kepada Umar bin Khattab, kemudian Umar ber

tinya (komoditi), karena di dalamnya

i e ty
. A
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& LG5 pain ol 401 LE ™ 1 o
) G Mq‘f“‘*rcv\tsg»%r)@e&u“mﬁ&mf
26 A d o Gy O G e g S o5 g s

WS B33 G5 45 Y JU e sa A B2
B g - 15 e el (D e R S "
HETEE TR PR N AR R
- Jaal) 326l sl nn VR A 35k ; :’1251\,:;5:,;;
~ Penulis % be{kata: Jika seseorang menyaratkan sesuatu selain ketentuan
~ tersebut, dari syarat-syarat yang merugikan ketetapan usaha, seperti
penjualan budak dengan syarat tidak menjual, atau memerdekakannya,
menjual properti (infrastuktur) dengan syarat menempatinya dalam masa
. tertentu, menjual busana dengan syarat menjahitkan untuknya (penjual),
menjual pedang tajam dengan syarat memperagakan untuknya. Maka
" jenis bisnis ini batal, karena riwayat dari Nabi %, bahwa “Sungguh nabi
& melarang bisnis beserta syarar”. Dalam satu riwayat: “Sungguh Abdallah
Y [bn Mas'ud membeli budak (wanita muda) dari istrinya, Zainab ats-
Tsaqfiyah. Ia (istri) mensyaratkan kepadanya (ibn Mas’ud), sungguh
apabila kamu hendak menjualnya, maka bagiku honor penjualannya.
Kemudian Abdullah meminta fatwa kepada Umar <. Lantas Umar
- berkata: “Janganiah kamu mendekatinya (harta dagangan), sebab di dalamnya
% terdapat unsur persyaratan pada diri seseorang”. Dalam satu riwayat:
2 " Sungguh Abdallah membeli budak gadis, dan ia menyaratkan untuk
& melayaninya (budak). Lalu Umar berkata kepada Abdillah: “Janganlah
B Loy mendekati budak itu, beserta terdapat pengembalian di dalamnya ”.
B Sebab akad tersebut menyaratkan sesuatu yang tidak terbangun dalam
® [ebiasaan umum, serta bukan merupakan penekanan akad, juga bukan
" urgensitasnya, maka syarat tersebut berdampak merusak akad. ‘
' Sunan Abi Dawud, 111/303 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

- e it BRTEEaE =% o o - o
gy Gl 4 Y g i 035 606 oW o e
Gl g GH G g Y S B
: s Pl At R
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 Asy-Syafi'iyah berkata, berdasar wajah ashah: “Tidak sah menggantungka

perwakilan dengan suatu syarat berupa sifat atau masa; misalkan, jika Zai

hadir atau awal bulan telah tiba, maka sungguh aku akan mewakilkan sesuat
kepadamu”. (Tidak sah perwakilan dengan a lig -penggantungan sesuatu-
karena di dalam ta’liq tersimpan gharar), maksudnya ketidakjelasan. :

h. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, TV /95: : R
% Y sl L OlE o SRl Je KB = e g
e ‘ ) a’ e o= /o: ,523 -2 ° % ] it d c’.’." e "".
B e i e 12 538 O Y JS 458 L5 5 el Jod
: 2 2l 8 el L8 4535
Bahwa sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan kerelaan yang
berubah-ubah, melihat budaya manusia dan adat istiadatnya. Karena
hukum asal dalam akad ialah kerelaan, berdasarkan firman Allah 3%:

“Kecuali adanya perniagaan dengan kerelaan dari kalian” dan sabda Nabi i
% “Sesungguhnya jual beli itu dari kerelaan”. s '

PR OS S R ¢

i. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, IV/706:

G A i 60 58 6 gl g st e 3

59 2 L of 433855 gy e e o3l 3 6 A
W VG e ase e il oz A

Ingat, wujud riba akan muncul pada akad murabahah (bagi hasil) da

harta jenis riba dinisbatkan pada harga pemula. Seumpama s¢
membeli barang takaran atau timbangan dengan jenisnya s
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PEDOMAN PENETAPAN FATWAMAJELISULAMA INDONESIA
Nomor : U-596/MUI/X/1997
Dewan Pimpinan Majelis Ulamalndonesia, setelah :

MENIMBANG

1. Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini
telah merambah keseluruh aspek bidang kehidupan.Tidaksaja membawa
berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan tidak dapat tidak juga
menimbulkan sejumlah perilaku danpersoalan - persoalan baru. Cukup banyak
persoalanyang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak
pernahterbayangkan.

2. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam pada dasawarsaterakhir
semakin tumbuhsubur di bumi Nusantara ini.Oleh karena itu,kiranya
sudahmerupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan
maupun aktifitas barusebagai produkdari kemajuan. Umat senantiasa bertanya-
tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran islam
ataubagaimanakahsebenarnya pandangan islam terhadapnya.

3. Pandangan Islam tentang hal tersebut bolehjadi telah termuat dalam
sumberajaran Islam. Kitab suci Al- Qur'an dan sunnah Nabi, bolehjadi telah
termuat dalamkhazanah klasik karyapeninggalan ulama terdahulu, dan tidak
tertutup pula kemungkinan bahwa haltersebut tidak termuat secara tegas
(eksplisit) dan sumber ajaran islam maupun dalam khzanah klasik itu, atau
bahkan belum pernah tersentuh sama sekali.

4. Jika jawaban persoalan itu telah terkandungdalam al-qur'anatau sunnah
maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belumselesai
sampaidisitu,  sebab  hanya beberapa orang saja yangmampu
menelaahnya.Permasalahan akan semakin kompleks jika mengenainya belum
pernah dibicarakan sama sekali.

5. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan. Persoalan tanpa ada
jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidakdapat dibenarkan,
baik secaral'tigadi maupun secara syari'l . oleh karena itu, para alim
ulamadituntut  untuk  segera  mampumemberikan  jawaban  dan
berupayamenghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran islam berkenaan
dengan persoalanyang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang
dapatmenghambat proses pemberianjawaban (fatwa) sudah seharusnya segera
dapat diatasi.
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6. Majelis Ulama Indonesia (MUI),yang merupakan wadah musyawarah
paraulama, zu'amadan cendekiawan muslim serta menjadi
pengayombagiseluruh muslim indonesia adalahlembaga paling kompeten bagi
pemecahan danpenjawaban setiap masalah social keagamaan yang senantiasa
timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaanpenuh, baik
dari masyarakat mupun dari pemerintah.

7. Sejalan dengan hal tersebut dalam angka 6, sudahsewajarnya bila MUI
senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya,
terutama dalam memberikan solusi dan jawabankeagamaan terhadap
setiappermasalahan yang kiranya dapat memuaskannurani masyarakatyang
semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya itu.

8. Atas dasar itu, kiranyamajelis ulama Indonesia perlu segeamengeluarkan
pedoman baku dan memadai, cukup sempurna, serta transparanyang mengatur
prosedur, mekanisme , dan system pemberian jawaban masalah keagamaan.
Halini mengingat bahwa pedoman yangditetapkan berdasarkan keputusan
Sidang Pengurus Paripurna MajelisUlama Indonesia tanggal 7 Jumadil
Awwal 1406 H/ 18 Januari 1986 M, dipandang sudah tidak memadai lagi.

9. Urgensi dari pedoman tersebut juga untukmenghindarkansekurang-
kurangnyameminimalisir adanya kesimpang-siuran atau perbedaan dalam
penjawabankeagamaan mengenai pesoalanyang samayang dikeluarkan oleh
MUI pusat dengan yang dikeluarkanoleh MUI daerah, atau antara MUI
daerahyang satu dengan MUI daerahyang lain.

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 30Agustus 1997tentang Pedoman
Penetapan FatwaMUI.

MENGINGAT :

Pedoman dasardan pedomanRumahTangga , serta ProgramKerja Majelis Ulama
Indonesia periode 1995 -

2000.
MENETAPKAN:

MEMUTUSKAN :

Surat Keputusan Dewan Pimpinan MajelisUlamalndoneisa tentang pencabutan
PedomanTata Cara
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Penetapan Fatwa berdasarkan Keputusan Sidang Pengurus Paripurna
MajelisUlama Indonesia tanggal 7

Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M. danmenggantinyadengan Pedoman
Penetapan FatwaMajelis

Ulama Indonesia, sebagai berikut :

PERTAMA

KETUAUMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Ulama Indonesia, dapat disingkat MUI, adalah MajelisUlama
Indonesia Pusatyang berkdudukan di

Jakarta dengankantor di Masjidlstiglal.

2. Majelis Ulama IndonesiaDaerah adalah MajelisUlama
IndonesiaDaerahTingkat I.

3. Dewan Pimpinan adalah :

a. Ketua Umumdan SekretarisUmum, serta ketua Komisi Fatwa

Majelis Ulamalndonesia. b. Ketua dan sekretaris serta ketua

komisiFatwa Majelis UlamalndonesiaDaerah.

4. Komisi adalah Komisi FatwaMajelisUlama Indonesia Daerah.

5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan
Pimpinan.

6. Sidang komisi adalah sidangkomisi fatwayang dihadiri olehanggota
komisidan peserta lain yang dipandang perluuntuk membahas masalah
hukumyang akan di fatwakan.

7. Fatwaadalahjawaban atau penjelasan dari ulama mengenaimasalah
keagamaan dan berlaku untuk umum.

8. Keputusan fatwa adalah hasil sidang komisi tentangsuatu masalah
hukum yang telah disetujui oleh anggota komisidalam sidang komisi.

9. Tanfiz (ditanfizkan) adalah pengesahan Keputusan Fatwa oleh Dewan
Pimpinan dalam bentuk Surat

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (SKF-MUI).

KEDUA

DASAR-DASAR UMUMPENETAPAN FATWA

Pasal 2

1. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyaidasar ataskitabullah dan sunnah
rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.

2. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnahrasul sebagaimana
ditentukan pada pasal 2ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



dengan ijma'Qiyas dan mu'tabar dan dalil - dalil hukum yang lain,. Seperti
istihsan, masalihmursalah, dan sadd az-zari‘ah.

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjaupendapat -
pendapat para dalil - dalil hukum maupun yang berhubungan dengan
dalilyang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang maslahyang akan diambil
keputusanfatwanya dipertimbangkan.

KETIGA :
PROSEDUR PENETAPANFATWA
Pasal 3

1. Setiap masalahyang disampaikan kepada komisihendaklah terlebih dahulu
dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atautim khusus
sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qat'iy)hendaklah komisi
menyampaikan sebagaimana adanya, danfatwa menjadi gugur setelah
diketahui ada nass-nya dari Al Quran dan sunnah.

3. Dalam masalahyang terjadi khilaffiyah di kalangan mazhab, makayang
difatwakan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan figih mugaran
(pebandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul figih mugaran yang
berhubungan dengan pen-tarjih-an.

Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta
memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembangdalam sidang,
komisi mentapkan keputusan fatwa.

Pasal 5

1. Setiap Keputuasan Fatwa harus di -tanfiz-kan setelah ditandatangani oleh
dewan pimpinandalam bentuk surat keputusanfatwa (SKF).

2. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan
mudaholeh masyarakat luas.

3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan
analisissecara ringkas,serta sumber pengambilannya.
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4. Setiap SKF sedapat mungkindisertai denganrumusan tindaklanjut dan
rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukansebagai konsekuensi dari
SKFtersebut.

KEEMPAT
SIDANGKOMISI
Pasal 6

1. Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya
dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan kemungkinan
mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akandibahas
jika dipandang perlu.

2. Sidang komisi diadakan jika ada :

a. Permintaan atau pertanyaandari masyarakatyang oleh Dewan Pimpinan
MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.

b. Permintaan atau pertanyaandari pemerintah,lembaga social kemasyarkatan |,
atau MUI sendiri.

3. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya ataspersetujuan
ketua komisi.

K E LIMA :

KEWENANGAN DAN HIRARKI

Pasal 7

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai :
a. Masalah - masalah keagamaanyang bersifat umum dan menyangkut
umat islam Indonesiasecara nasional.

b. Masalah - masalah keagamaan di suatu daerahyang didugadapat meluas ke
daerah lain.
2. Majelis ulama IndonesiaDaerah berwenang mengeluarkanfatwa mengenai

masalah-masalah keagamaan dan bersifat local (kasus-kasusdi daerah) dengan
terlebih dahulu mengadakankonsultasi dengan MUI/komisi fatwaMUI.

3. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh tim khusus.

KEENAM
PENUTUP

Pasal 8
1. Setiap Suratkeputusan fatwa dilingkungan MUI maupun MUI daerah

dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini
mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

2. Jika terjadi perbedaan antara surat keputusan fatwa MUI dan surat keputusan
fatwa MUIdaerah mengenai masalahyang sama, perlu diadakan pertemuan
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antara kedua Dewan pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

KETUJUH

Pasal 9
1. Hal - hal yang belum diatur dalam surat keputusanini akan ditetapkan
lebihlanjut oleh Dewan pimpinan.

2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengaketentuan
bila di kemudian hariterdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebgaimanamestinya.

Ditetapkan di :JAK ARTA
Pada tanggal : 2 Oktober 1997

DEWAN
PIMPINAN
MAJELIS
ULAMAINDON
ESIA

KetuaUmum,
SekretarisUmum,

ttd, ttd,

K.H.HASAN BASRI DRS.H.A.NAZRI
ADLANI
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KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA
NAHDHATUL ULAMA
Di Bandar Lampung Pada Tanggal 16 - 20 Rajab
' 1412 H21 - 25 Januari 1992 M

i ;

1. Sistern Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di x s

Lingkungan Nahdlatul Ulama
2. Masalah Bank Islam

3. Asuransi menurut Islam
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Bahtsul Masa11 d1 ngkungan Nahdlatul Ula

~ A. KETENTUAN UMUM i
1. Yang dimaksud dengan kitab adalah al-kutubul-mu ‘tabarah, yaitu kitab

kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan agidah Ahlussunah wz
jamaah (rumusan Muktamar NU ke XXVII).

2. Yang dimaksud dengan bermadzhab secara gau/iadalah mengiku
pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup madzhab tertentu

3. Yang dimaksud dengan bermadzhab secara manhajiadalah bermadzhab
dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hokum yang:
telah disusun oleh imam madzhab.

4. Yang dimaksud dengan istinbathadalah mengeluarkan hokum syara.u
dari dalilnya dengan gawa id ushuliyyah dan gawaid fighiyyah. -

%

5. Yang dimaksud dengan gau/iadalah pendapat imam madzhab.

6. Yang dimaksud dengan wajahadalah pendapat ulama madzhab. gt

7.Yang dimaksud dengan tagrirjama7adalah upaya secara kolektif untuk
menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa gaul/wajah. "_'. ‘

8. Yang dimaksud dengan //haq (i/haqui-masail bi nazha'iriha) adalah
menyamakan hokum suatu kasus/ masalah yang belum dijawab olel g
kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kital
(menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”).

9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untu ¢
membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa”judul” masalah
maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasa
awal dengan dimaksud dimintakan tanggapan.
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| terdapat hanya satu gaul/ wajah, maka dipakailah qaul/waf
sebagaimana diterangkan dalam ibarat mereka.

2. Dalam kasus ketika jawaban bias dicukupi oleh rbarat kitabdan di
terdapat lebih dari satu gaul/wajah, maka dilakukan tagrirjamaTun
memilihsatu gaul/wajah.

3. Dalam kasus tidak ada satu gaul/wajah sama sekali yang memberi

penyelesalan, maka dilakukan prosedur i/haqui-masail bi nazha’i
secara jarma 7oleh para ahlinya.

4. Dalam kasus tidak ada satu gaul/wajahsama sekali dan tidak mung
.dilakukan 7/hag, maka bisa dilakukan istinbath, jarma’idengan prosed
bermadzhab secara manhajioleh para ahlinya.

II. HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL =

1.Seluruh keputusan bahtsu/ masarldilingkungan NU yang diamb
dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, b
diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarny
mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak salin
membatalkan. :

2.Suatu hasil keputusan bahtsul masaildianggap mempunyai kekuata
daya ikat lebih tingg; setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syur
NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.

3. Sifat keputusan dalam bahtsu/ masailtingkat Munas dan Mukta
adalah:

a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapk
sebelumnya dan/atau,
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) ag’ﬁif o
- d.Faktorsosial dan lainnya.
2. Analisa Dampak (dampak posistif dan negatif yang ditimbulka
suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai as
antara lain : .

a. Secara sosial ekonomi.

b. Secara sosial budaya

c. Secara sosial politik

d. Dan lain-lain

3. Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkar e

latar belakang dan dampaknya disegala bidang). Di samping putusan
figh/ yuridis formal, keputusan inijuga memperhatikan pertimbangan
Islam dan hukum posistif. B
a. Status hukum (a/-ahkam al-khainsah/sah - batal)

|
; b. Dasar dari ajaran Ahlussunah waljamaah.
!

c. Hukum positif 23
4. Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan :
sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan ™ o
melakukan, bagaimana, kapan, dan dimana hal itu hendak dilakukan,
serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai
denganrencana. -
a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sa
mempengaruhi lebijaksanaan pemerintah). e
b. jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian de
masyarakat melalui berbagai media massa dan forum se
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pai pa rdalarm
] maka dilakukan usahamermhhsalah satu pendapat
2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:

a. Dengan mengambil pendapat yang lebih mash/ahatdan/atau ya
lebih kuat.

b. Sedapat mungkin dengan menjalankan ketentuan Muktamar NU
I, bahwa perbedaan pendat diselesaikan dengan memilih::

1. Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikhani (al-Nawawi d
Rafi'i). €

2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
3. Pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i saja.
4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

5.Pendapat ulama yang terpandai.

6. Pendapat ulama yang paling wara’

H .\ PROSEDUR ILHAQ

Dalam hal suatu masalah / kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka
masalah / kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur izhaqul-masail bi
nazha irihasecara jama 1. flag dilakukan dengan memperhatikan mu/hag
bih, mulhaq ilahidan wajhul ilhagoleh para mulhigyang ahli. d

[1I. PROSEDUR ISTINBAT

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan i/hagkarena tidak adanya m
bihdan wa/hu/ 1lhag sama sekali didalam kitab, maka dilakukan s
secara jama’], yaitu dengan mempraktekkan gawa zd u.
gawa’id fighiyyah oleh para ahlinya.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

\RY

AL LIBR;

CENTI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap
Tempat, Tanggal Lahir
Alamat Asal

Alamat di Malang

Telephone

Email

Pendidikan Formal
1999-2001
2001-2007
2007-2010
2010-2013
2014-2018

Pendidikan Non Formal

2007-2014

2014-2015

2015-2016

2017

- Futuhatul Islamiyah

: Malang, 06 Juli 1995

:Dempok Rt/Rw. 16/02 Desa.
Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang
: JI. Joyo Utomo Gg.8

Desa. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kab. [
: 081330696439

: Futuhatul.islamiyah@gmail.com

: TK Miftahul Ulum Bulupitu Gondanglegi Malang
: SDN Gampingan 04 Pagak Malang

: SMP Babussalam Pagelaran Malang

: SMK Babussalam Pagelaran Malang

: S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

: Pondok Pesantren Babussalam Bajarejo Pagelaran
Malang

Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
: English Language Center (ELC)Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
. Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama
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